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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A.  Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya  ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 - - Alif ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 Ṡa‟ Ṡ Esdengantitik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‟ Ḥ ح

Ha dengantitik di 

bawah 

 Kha Kh Kadan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zetdengantitik di atas ر

 Ra‟ R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es س

 Syin Sy Esdan ye ش

 Ṣad Ṣ Esdengantitik di bawah ص

 Ḍaḍ Ḍ ض

De dengantitik di 

bawah 

 Ṭa Ṭ Tedengantitik di bawah ط

 Ẓa Ẓ ظ

Zetdengantitik di 

bawah 

 Ain „ Komaterbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Fa ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha‟ H Ha ي

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya‟ Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‟). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

Contoh:  

  : kaifa 

  :haula 
 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

   

  : māta 

  : rāmā 

  : qīla 

  : yamūtu 

 

 



 
 

x 
 

4. Tā marbūtah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūtah ada dua, yaitu tā‟ marbūtah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan tā‟ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūtah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

makatā‟ marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh: 

    : raudah al-atfāl 

    : al-madīnah al-fādilah 

    : al-hikmah 
 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (   ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

    : rabbanā 

    : najjainā 

    : al-haqq 

: nu‟ima 

: „aduwwun 

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (      ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

 

Contoh: 

   : „Alī (bukan „Aliyy atau A‟ly) 

   : „Arabī (bukan A‟rabiyy atau „Arabiy) 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‟rifah)ام

ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

: al-falsafah 

: al-bilādu 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

   : ta‟murūna 

   : al-nau‟ 

: syai‟un 

   : umirtu 
 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
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bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Syarh al-Arba‟īn al-Nawāwī 

Risālah fi Ri‟āyah al-Maslahah 

9. Lafz al-Jalālah 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

        dīnullāh  billāh 

adapun tā‟marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalālah, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:  

   hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‟a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Nasr Hāmid Abū Zayd 
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Al-Tūfī 

Al-Maslahah fī al-Tasyrī‟ al-Islāmī 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū  (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

SWT.  = Subhanahu Wa Ta„ala 

SAW.  = Sallallahu „Alaihi Wasallam  

AS  = „Alaihi Al-Salam  

H   = Hijrah  

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi  

l    = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

W  = Wafat Tahun  

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4  

HR  = Hadis Riwayat 

 

 

 

  

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad 

Ibnu) 

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, 

Zaīd Nasr Hāmid Abū 
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ABSTRAK 

ST. AROFAH, 2022. “Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Di Kpp 

Pratama Palopo”. Skripsi Program Studi Perbankan 

Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut 

Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Takdir, 

S.H., M.H. dan Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. 

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Di Kpp Pratama 

Palopo. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP 

Pratama palopo. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat wajib pajak. 

Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah convenience 

sampling dengan penentuan sampel sebanyak 43 responden yang menjadi wajib 

pajak di KPP Pratama palopo. Data diperoleh berdasarkan observasi/dokumentasi. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui 

pembagian angket/kuesioner pada responden untuk dijawabnya. Selanjutnya, 

teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan program  SPSS 22 For 

windows. Adapun tahapan dalam teknik pengelolaan dan analisis data yaitu uji 

kualitas instrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, 

akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, linearitas, dan 

heterokedatisitas. Kemudian penelitian ini akan menggunakan teknik analisis uji 

regresi linear sederhana. Hasil penelitian mewujudkan bahwa pelayanan fiskus 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

dalam membayar pajak di KPP Pratama Palopo, yang dilihat dari nilai r Squar 

sebesar 11,4% dan dilihat dari T-hitung > T-tabel dengan nilai 2,377 > 2,021 (Ho 

diterima dan Ha ditolak). 

Kata Kunci : Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pemerintahan Indonesia senantiasa berupaya mewujudkan impian 

rakyatnya melalui sarana dan prasarana membangun dengan memadai. Untuk 

membangun negara dengan maju diperlukannya pembangunan dan 

intrastruktur yang lebih baik. Maka dari itu untuk membangun suatu daerah 

diperlukannya modal yang cukup besar. Pembangunan pada hakikatnya adalah 

proses pembaruan dan secara berkesinambungan mencapai suatu keadaan yang 

dianggap lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945, yaitu melindungi  

segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bagi pemerintah 

Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional. Selain itu, 

pembangunan juga mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamian abadi, dan keadilan sosial. 

Pelaksanaan pembangunan ini turut melibatkan segala aspek kehidupan 

bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan 

keamanan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah memacu peningkatan 

kemampuan nasional dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar 

dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Indonesia merupakan negara 

yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kekayaan 

alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia ini terbesar di 
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seluruh pulau di Indonesia. Kekayaan itu patut dijaga, sehingga terjadi 

keharmonisan di antara kedua sumber dayanya.
1
 

Oleh karena itu, berbagai upaya menggali sumber dana dari dalam negeri 

berupa pajak menjadi permasalahan yang tidak bisa dihindarkan untuk 

membiayai semua pengeluaran negara, termasuk pengeluaran pembangunan. 

Apalagi pemerintah sudah mencanangkan kebijakan untuk mengurangi 

ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Pajak sebagai sumber utama 

penerimaan negara memang perlu terus ditingkatkan. Terlebih dalam kondisi 

ekonomi yang belum stabil seperti terjadi saat ini. Sementara pada sisi lain, 

pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia juga tengah 

ditingkatkan oleh pemerintah. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak 

menyumbang sekitar 70% dari seluruh peneerimaan negara. Tanpa pajak, 

sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan. Pembangunan sarana 

umum seperti, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, serta 

infrastruktur dan fasilitas publik lainnya, juga biaya pendidikan, biaya 

kesehatan, dan berbagai biaya untuk subsidi dibiayai dari pajak. Semakin 

banyak pajak yang dipungut, maka makin banyak fasilitas dan infrastruktur 

yang bisa dibangun pemerintah untuk kesejahtraan rakyat.
2
 

Upaya melakukan maksimalan penerimaan pajak tidak bisa hanya 

mengungulkan peranan oleh Ditjen Pajak ataupun petugas pajak, namun di 

                                                             
1
 Indra Mahardika Putra, Manajemen Pajak, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 

2021), 2. 
2
Endang Mahpudin, Suhono, dan Kosasih, Perpajakan „‟Pajak Terapan Brevet A 

& B,‟‟ (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2020), 1. 
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perlukan pula peranan aktif oleh para wajib  pajak itu sendiri. Pengubahan 

mekanisme pajak oleh Official Assessment dengan jadi Self Assessment, 

memberi kepercayaan pada wajib pajak guna mendaftarkan, menghitungkan, 

membayarkan serta melapor kewajiban pajaknya sendiri. Hal tersebut dijadikan 

kepatuhan serta kesadaran wajib pajak sebagai faktor dengan amat terpenting 

didalam hal guna mencapai kesuksesan penerimaan pajak.  

Layanan fiskus dengan baik harusnya bisa memberi peningkatan 

kepatuhan wajib pajak. Layanan fiskus memiliki kewajiban didalam 

membinakan wajib pajak, melakukan penerbitan surat ketetapan pajak, 

merahasiakan data wajib pajak serta melakukan keputusan. Layanan fiskus 

dengan baik memberi kenyaman untuk wajib pajak, pada demikian wajib pajak 

tidak berat membayar ataupun melapor kewajibannya menjadi wajib pajak 

dikarenakan layanan dengan di berikan di rasa baik untuk wajib pajak.  

Terdapat peristiwa kasus-kasus dengan terjadi didunia perpajakan 

belakangan ini sehingga wajib pajak dengan masyarakat khawatir serta resah 

didalam membayarkan pajak. Keadaan tersebut bisa memberi pengaruh kepada 

kepatuhan wajib pajak. Kesadaran akan wajib pajak pada fungsi serta 

peranannnya amat di perlukan didalam melakukan peningkatan kepatuhan 

wajib pajak.
3
 

Ada undang-undang dengan mengatur perihal ketentuan umum serta tata 

cara didalam perpajakan. Sanksi pajak ialah hukuman dengan di berikan pada 

                                                             
3
 Suharno, Keterbukaan Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, 

(Jakarta Timur: PT. Edukasi Insan Cerdas, 2021), 3-5. 
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wajib pajak dengan melakukan pelanggaran pajak baik pada segi administrasi 

ataupun pidana. Penerapan sanksi tujuannya guna memberi hukuman positif 

pada wajib pajak jika lalai didalam pemenuhan kewajibannya. Jadi melalui 

pemberian sanksi, semoga wajib pajak dapat merasa jera serta mau belajar pada 

kesalahan dengan sudah  di lakukannya sehingga didalam memenuhi kewajiban 

pajaknya sehingga kedepannya tidak ada pelanggaran terulang kembali. 

Wajib pajak orang pribadi dengan melaksanakan bisnis ataupun 

pekerjaan bebas wajib mengisikan SPT Tahunan Form 1770. Wajib pajak 

orang pribadi dengan melaksanakan bisnis ataupun pekerjaan bebas sangat 

rentan pada pelanggaran pajak dari dengan wajib pajak orang pribadi dengan 

tidak melaksanakan aktivitas bisnis maupun pekerjaan bebas. Hal itu di 

sebabkan mereka melaksanakan pembukuan ataupun pencatatan sendiri pada 

usahanya. Pembukuan ataupun pencatatan dengan di laksanakan bisa di 

lakukan sendiri ataupun memperkerjakan orang dengan ahli didalam keuangan. 

Tetapi rata-rata pada pelaku bisnis ataupun pekerjaan bebas memiliki anggapan 

bahwa sangat kurang efisien jika memberikan pekerjaan pada orang didalam 

melaksanakan pembukuan ataupun pencatatan, utamanya didalam hal biaya. 

Pada demikian, mereka dengan lebih memilih dalam melaksanakan pembukuan 

ataupun pencatatan sendiri, jadi dapat menimbulkan kemungkinan kesalahan 

ataupun ketidakjujuran didalam laporan pajaknya.
4
 

                                                             
4
Fitri Marcori, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Saksi 

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil 

Menengah (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan 
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Mengenai perpajakan Sirkuler No. SE-50/PJ.71/1989 ada tiga arti 

penting dalam membuat pembukuan pencatatan perpajakan, yakni 

memudahkan wajib pajak didalam mengisikan Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT), (b) memudahkan perhitungan pada terkena pajak bagi pajak petambahan 

nilai (PPN), (c) menyajikan informasi untuk hasil usaha bebas wajib pajak 

ataupun pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Sistem perhitungan 

dengan penempatan jumlah pajak terutama terkait (1) self assessment 

merupakan kewajiban mempunyai wajib pajak menyampaikan informasi 

kepada objek pajak, kemudian administrasi mencatat pengeluaran-pengeluaran 

pajak terutang, dan (3) hydrid system yaitu self atau official assessment 

(sebagai kombinasniya).
5
 

Pemeriksaan pada wajib pajak pribadi, saat ini masih menjadi hal tersulit 

untuk sebagian orang. Apalagi selama ini, pedagang,  konsultan, maupun 

pemilik salon tidak melaksanakan pembukuan dengan benar. Hal tersebut 

dapat menimbulkan perbedaan perhitungan antar aparat pajak dengan wajib 

pajak. Sesungguhnya dirjen pajak pula mempunyai kewenangan memeriksa 

wajib pajak pribadi dengan telah memiliki  NPWP.
 
Sesuai dengan UU KUP 

Nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1 definisi pajak ialah konstribusi wajib 

pada negara dengan terutang pada pribadi dan badan pada sifatnya 

memaksakan berdasar dalam undang-undang, dan tidak mendapatkan bayaran 

                                                                                                                                                               
Kota Sungai Penuh),” Jurnal Akuntansi Vol 6, No 3 (2018): 3-4, 

http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3791. 
5
Tufan Maulamin dan Sartono, Akuntansi perpajakan, Cet. 1, (Tangerang: PT 

Human Pesona Indonesia, 2021), 5. 
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dengan langsung serta di pakai dalam keperluan Negara untuk sebanyak-

banyaknya kesejahteraan masyarakat.
 
Umumnya pendapatan Negara diambil 

dari sumber utama belanjaan negara dengan tujuan untuk pembiayaan APBN 

dengan mencakup penerima pajak dan bukan pajak. 

Tabel 1.1 

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2015-20196 

 

NO 

 

SUMER PENERIMAAN 

 

              2015
 

 

                2016
 

 

              2017
 

 

               2018
 

 

         2019
 

I PENERIMAAN  1,496,047.33 1,546,946.60 1,654,746.10 1,928,110.00 2,029,417.80 

 a. Penerimaan Perpajakan 1,240,418.86 1,284,970.10 1,343,529.80 1,518,789.80  1,643,083.90 

 Pajak Dalam  Negeri  1,205,478.89 1,249,499.50  1,304,316.30 1,472,908.00  1,603,293.90 

 - Pajak penghasilan  602,308.13 666,212.40 646,793.50  749,977.00  818,564.90 

 - Pajak Pertambahan Nilai 423,710.82 412,213.50  480,724.60 537,267.90  592,790.00 

 - Pajak Bumi dan Bangunan 29,250.05 19,443.20 16,770.30  19,444.90  18,864.60 

 - Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

0.30 0.50 1.20 0 0 

 - Cukai 144,641.30 143,525.00 153,288.10 159,588.60  165,760.00 

 - Pajak Lainnya 5,568.30 8,104.90 6,738.50 6,629.50  7,314.30 

 Pajak Perdagangan 

Internasional 

34,939.97 35,470.70 39,213.60 45,881.80  39,790.00 

 - Bea Masuk 31,212.82 32,472.10 35,066.20 39,116.70  37,500.00 

                                                             
6
Badan Pusat Statistik, Diakses Januari, 26, 2020, 

https://www.Bps.Go.Id/Statictable/2009/02/24/1286/Realisasi-Penerimaan-Negara-

Milyar-Rupiah-2007-2018.Html.  

 

https://www.bps.go.id/Statictable/2009/02/24/1286/Realisasi-Penerimaan-Negara-Milyar-Rupiah-2007-2018.Html
https://www.bps.go.id/Statictable/2009/02/24/1286/Realisasi-Penerimaan-Negara-Milyar-Rupiah-2007-2018.Html
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 - Bea Keluar 3,727.15 2,998.60 4,147.40 6,765.10  2,290.00 

 b. Penerimaan Bukan 

Pajak 

255,628.48 261,976.30  311,216.30 409,320.20 386,333.90 

 - Penerimaan Sumber Daya 

Alam 

100,971.87  64,901.90 111,132.00 180,592.60          152,214.20 

 - Pendapatan dari kekayaan 

negara yang dipisahkan 

37,643.72 37,133.20 43,904.20 45,060.50  79,681.20 

 - PNBP Lainnya 81,697.43  117,995.40 108,834.60   128,574.00  103,781.10 

 - Pendapatan Badan 

Layanan Umum 

35,315.46 41,945.90 47,345.50 55,093.10  50,657.40 

II Hibah 11,973.04 8,987.70 11,629.80 15,564.90  1,340.00 

 Jumlah  1,508,020.37 1,555,934.20 1,666,375.90 1,943,674.90   2,030,757.80 

Sumber: www.bps.go.id/ departemen keuangan 

Di Tabel 1.1 menjelaskan bahwa penerimaan negara memberikan peluang 

terbanyak dibidang perpajakan dari pada sektor penerimaan lainnya. Dan pada 

setiap tahunnya seperti penerimaan sektor pajak yang mengalami peningkatan 

yang singnifikan. Maka dari itu, penerimaan pajak mesti terus-menerus 

ditingkatkan. Langkah pertama yang bisa dilaksanakan ialah melalui 

menggunakan self assessment system. Pengertian self assessment system yaitu 

pemenuhan kewajiban pajak dengan menuntut wajib pajak membayar, 

menghitungkan, serta menyampaikan pajak dengan terutang yang konsisten 

ketetapan. 

Kantor  pajak yang berada di kota palopo memiliki luas wilayah meliputi 

6 kota / kabupaten, yakni: Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu 
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Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Toraja Utara serta Kabupaten Tana 

Toraja. 

Tabel 2.1 

Data Statistik Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Palopo 2015-2019 

Wajib Pajak 2015         2016       2017       2018          2019 

1. Wp Terdaftar 116,546 132,041 147,250 161,741 176,523 

a. Badan  9,005 9,909 11,409 12,549 13,614 

b. OP Non Karyawan 21,817 25,184 29,322 33,335 38,227 

c. OP Karyawan 85,724 96,948 106,516 115,857 124,682 

2. WP Terdaftar Wajib SPT 81,329 93,125 94,541 70,841 71,955 

a. Badan  4,408 4,304 4,653 6,404 6,412 

b. OP Non karyawan 9,612 12,554 14,636 16,389 17,517 

c. OP Karyawan 67,309 76,267 75,252 48,048 48,026 

3. Realisasi SPT 39,999 53,891 62,615 65,010 67,307 

a. Badan 1,770 2,114 3,154 3,022 3,609 

b. OP Non Karyawan 6,001 2,971 7,178 13,338 14,625 

c. OP Karyawan 

32,228 48,806 52,283 48,650 49,073 

Dapat di lihat dari tabel 2.1 wajib pajak dengan terdaftar untuk tahun 

2019 sekitar 176.523 namun dengan melaporkan SPT sekitar 71.955. Dari hasil 

data statistik terdapat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Peneliti 
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menyimpulkan bahwa implementasi self assesment system di KPP Pratama 

Palopo masih rendah tidak kepatuhan wajib pajaknya bermula pada 

mendaftarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sampai pada melaporkan 

SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).  

Penelitian ini bertujuan untuk lebih berfokus dalam tindak kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Palopo sebab peneliti menganggap terdapat 

kapasitas wajib pajak tidak mendaftar dirinya, wajib pajak tidak melaporkanSPT 

dan tak menyetor pajak dengan harus dibayarkan. Berdasarkan denganhal yang 

telah di paparkan diatas, jadi peneliti akan melakukan penelitian dengan kasus 

berjudul‟‟ Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak DiKPP Pratama Palopo’’. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas  maka dapat 

dirumuskan permasalahan utama yaitu Apakah terdapat pengaruh pelayanan 

fiskus perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Palopo pada tahun 2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas,  maka tujuan 

utama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama 

Palopo pada tahun 2019. 
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D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan pada penelitian ini bisa memberi manfaat pada operasional dan 

perkembangan ilmu yaitudibawah ini: 

1. Manfaat Teoretis 

Dapat meningkatkan wawasan tentang pajak utamanya pada masalah 

terkait pada pengetahuan pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi pada KPP Pratama palopo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk instansi untuk memberi informasi terkait pajak jadidapat memberi 

peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

b. Untuk wajib pajak untuk meningkatkan sosialisasi kepada instansi terkait 

tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. 

c. Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan pembaca khususnya 

dibidang pembaca serta dapat menjadikan referensi bagi peneliti yang lain. 

d. Untuk peneliti sendiri diharap penelitian ini mampu di implementasikan di 

ilmu perbankan sendiri khususnya dibidang perpajakan yang telah 

dipelajari dalam perkuliahan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dapat dikaitkan dengan 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, hal ini untuk 

menentukan letak perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang perna ada. 

Siti khodijah,  Harry Barli, dan Wiwit Irawati, dengan judul “Pengaruh 

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak, Dan 

Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 

Membayar Pajak”. Hasil penelitian pengaruh pemahaman peraturan perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil bahwa nilai Thitung sebesar 4,228 

> Ttabel sebesar 1,198 dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian yang dilakukan terhadap 

pengaruh kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh 

hasil bahwa nilai Thitung sebesar 3,164 > Ttabel sebesar 1,984 dan tingkat 

signifikansi 0,002 < 0,05. Dapat dikatakan bahwa variabel ini berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian yang dilakukan terhadap 

tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil bahwa nilai Thitung 

0,023 < Ttabel sebesar 1,198 dan tingkat signifikansi 0,982 > 0,05. Dapat 

dikatakan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Pengujian yang dilakukan terhadap pengaruh sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil bahwa Thitung sebesar 1,907 < 
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Ttabel sebesar 1,984 dan tingkat signifikansi 0,060 > 0,05. Jadi variabel kualitas 

sanksi perpajakan secara tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7
 

Sentya N. Arum Sasmita, dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib 

Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam 

Pelaporan Kewajiban Perpajakan Disemarang”. Hasil uji pengaruh pemahaman 

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib 

pajak (Y) sebesar 2,304 dan nilai probabilitas 0,023 lebih kecil dibandingkan 

taraf signifikansi 5% atau 0,05, berarti secara parsial terdapat pengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji pengaruh 

aantara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 2,321 dan nilai 

probabilitas 0,002 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05 

artinya secara parsial terdapat pengaruh secara signifikan antara pelayanan 

fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji pengaruh kesadaran wajib 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3,169 dan nilai probabilitas 0,02 

lebih kecil dibandingkan taraf signifikan 5% atau 0,05 sehingga secara parsil 

terdapat pengaruh secara signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak.8 

                                                             
7
Siti Khodijah, Harry Barli, dan Wiwit Irawati, “Pengaruh Pemahaman Peraturan 

Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Vol, 

4. No. 2, (31 Mei 2021): 185, 

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/12239/pdf. 
8
 Sentya N. Arum Sasmita, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan 

Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Disemarang,” 

(Tahun: 2017), 2, Http://Jurnal.Unpand.Ac.Id/Index.Php/Aks/Article/View/209/205. 

http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/209/205
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Mahfud, dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, 

Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan  Terhadap 

Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Hasil pengujian penelitian  

pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

yaitu nilai Thitung sebesar 2,359 dan nilai Ttabel adalah 1,655 sehingga Thitung  

2,359 > Ttabel 1,655. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga menerima 

hipotesis Ha2. Hasil pengujian  pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini diperoleh nilai Thitung sebesar 2,998 

dan nilai Ttabel adalah 1,655 sehingga Thitung 2,998 > Ttabel 1,655. Hal ini 

menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak sehingga menerima hipotesis Ha3. Hasil pengujian 

kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam 

penelitian ini diperoleh nilai Thitungsebesar 0,923 dan nilai Ttabeladalah 1,655 

sehingga Thitung 0,923 < Ttabel1,655. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

sehingga menolak hipotesis Ha4.
9 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Pajak 

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus 

dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

                                                             
9
Mahfud, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajak, Kesadaran Membayar 

Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan,”  Vol. 6, No. 3, (Banda Aceh, 2017), 6. 

http://www.Jurnal.Unsyiah.Ac.Id/Jaa/Article/View/8723/6997. 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/Jaa/Article/View/8723/6997
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rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealiasasikan tujuan 

tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah pembiayaan 

pembangunan.  

Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara 

dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal 

dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai 

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. 

R. Santoso Brotodiharjo, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat 

dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditujuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. 

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undnag yang dapat dipaksakan dengan tidak 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari pengertian pajak yaitu: 

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 
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d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
10

 

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang dipahami atau hasil tahu dari 

sebuah obyek tertentu yang bisa berbentuk barang-barang baik obyek yang 

dipahami manusia baik lewat akal pikiran maupun ide dari masalah batin atau 

kejiwaan. Dengan mengetahui pentingnya perpajakan tersebut jadi tingkat 

kepatuhan pada pembayaran pajak akan makin meningkat. Dengan adanya 

pengetahuan tentang pajak secara langsung dapat memberikan wawasan kepada 

wajib pajak mengenai alur penerimaan itu nantinya berjalan, hingga mereka 

yang melakukan pembayaran pajak bisa merasakan manfaatnya. Membayar 

pajak artinya terdapat dua pihak dengan saling bertemu dalam melakukan 

perpajakan yakni masyarakat (disatu pihak), dan pemerintah atau negara 

(dipihak lain). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk 

biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Saat ini, kontribusi 

pajak terhadap APBN di Indonesia masih menjadi faktor utama. Pada tahun 

2016 jumlah APBN sebesar Rp 2.300 triliun dan target penerimaan pajak 

sebesar Rp 1.450 triliun yang menunjukkan besarnya peran pajak dalam 

pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perangkat 

                                                             
10

 Lazarus Ramandey, Perpajakan Suatu Pengantar,Cet. 1, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2020), 1. 
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hukum untuk mengatur pemungutan pajak agar tetap mengedepankan prinsip 

keadilan.
11

 

Masalah kepatuhan pajak (tax comliance) yang masih rendah merupakan 

masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem 

perpajakan. Masalah kepatuhan yang dilihat dari segi keuangan publik (public 

finance), penegakan hukum (law enforcement), struktur organisasi (organisasi 

nizational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct),atau 

gabungan dari semua segi tersebut. Dari segi keuangan publik, kalau 

pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak 

dilakukan dengan benar dan sejalan dengan keinginan wajib pajak, maka wajib 

pajak harus mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah 

tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabel, 

maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi 

penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada 

semua orang.
12

 

Sesuai dengan pasal 326 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

2/KMK.01/2001. Direktorat Jenderal pajak sebagai Departemen Keuangan 

dapat melaksanakan kebijakan dengan standarisasi pada bidang perpajakan 

sesuai dengan ketentuan dari Menteri Keuangan dengan sudah ada didalam 

undang-undang peraturan perpajakan. Dengan tugas ini dilihat bahwa 

                                                             
11

 Akhmad Syarifudin, Perpajakan, Cet. 1, (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 

2021), 1. 
12

 Faruq, Hukum Pajak di Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2018), 3. 
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Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk mengoptimalkan keberadaannya 

sebagai pelaksana kebijakan dan standarisasi teknik di bidang perpajakan. 

Peraturan perpajakan telah dijelaskan kedalam Al-Qur‟an dan Al-Hadis. 

Pada kisah Umar bin Khatab pajak berperan penting dalam kemaslahatan umat. 

Semenjak Umar memimpin Negara Islam, beliau pada beragam aktivitas 

ekonomi dengan senantiasa mengedepankan maslahah, yaitu dengan 

mencapainya beliau senantiasa memaksimalkan maslahah dan tidak hanya 

untuk kepuasan. Salah satu kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh Umar bin 

Khattab yaitu kharaj artinya pajak yang diwajibkan dari negara pada 

masyarakat yang melakukan perjanjian perlindungan pada negara. Jumlah 

pajak yang harus dibayarkan kepada negara cukup banyak sesuai dengan 

kriteria wajib pajak itu sendiri.13
 

Adapun Surah Al-Baqarah ayat 267 mengenai punggutan ialah: 

مُىاي    ىَلَاتيَمََّ ىَالْاسَْضِِۗ ا اخَْشَجْىاَنكَُمْمِّ تمَِاكَسَبْتمُْىَمِمَّ ااوَْفِقىُْامِىْطَيِّب  مَىىُْ  ايَُّهَاانَّزِيْىَا 

ااوََّانهّٰهَغَىِيٌّحَمِيْذ ىَاعْهمَُىْ  خِزِيْهِاِلاَّ اوَْتغُْمِضُىْافِيْهِِۗ  انْخَبِيْثمَِىْهُتىُْفِقىُْوىََنَسْتمُْبِا 

Terjemahan: 

‟‟Hai orang-orang yang beriman! infakanlah sebagian dari hasil usaha yang 

baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah 

engkau memilih yang buruk-buruk untukmu keluarkan dari padanya, Padahal engkau 

                                                             
13

Https://Scholar.Google/Co/Id/Scholar?Hl=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Sejarah=Pe

mikiran+Ra+Mengenai+Pajak+&Btng=#D=Gs_Qabs&U=%23p%3dm1seusx80bej. 
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sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) 

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji‟‟.
14

 

Berdasarkan penerangan tersebut pajak telah ada untuk memenuhi 

kebutuhan negara. Disetiap negara mempunyai program pembangunan yang 

sangat luas sehingga diperlukan bantuan kita untuk dapat merealisasikan 

program dalam pembiayaan pembangunan. 

2. Pengetahuan Pajak 

Carolina menyatakan dalam Bayu Caroko tahun 2015, Pengetahuan Pajak 

ialah informasi tentang keuangan negara dalam rangka untuk pelaksanaan dan 

kegiatan dibidang perpajakan menjadi dasar dalam bertidak, mengambil 

keputusan serta dalam menempuh arah sebagai suatu strategi dan sesuai pada 

pelaksanaannya.15 Berdasarkan hasil penelitian Aldeya Veronica pada tahun 

2015, mengemukakan bahwa pengetahuan pajak mempunyai pengaruh pada 

kepatuhan wajib pajak pada artian makin besar pengetahuan perpajakan, jadi 

kepatuhan wajib pajak (tax compliance) akan  makin besar.16 

Pengetahuan perpajakan diartikan sebagai keingintahuan untuk dapat 

mendorong wajib pajak dengan melakukan kewajiban perpajakan mulai pada 

                                                             
14

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya, (QS Al-Baqarah/267). 
15

Bayu Caroko, Heru Susilo dan Zahroh Z.A, ‟‟Pengaruh Pengetahuan 

Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi  Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak,” Jurnal Perpajakan Vol. 1, No. 1, (Januari, 

2015), 3, 

http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/77/69. 
16

Aldeya Veronica, „‟Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, 

Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Pada Kpp Pratama Senapelan 

Pekanbaru,‟‟ E-Journal Jom  Fekon Vol. 2, No.2, 

(Tahun:2015).5,Https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar?Hl=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Penga

ruh=Sosialisasi=Perpajakan&Btng=#D=Gs_Qabs&U=%23%3dbnc4y_Ci-H0j. 

  

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh=sosialisasi=perpajakan&btnG=#d=gs_qabs&u=%23%3DbNc4y_ci-H0J
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pengaruh=sosialisasi=perpajakan&btnG=#d=gs_qabs&u=%23%3DbNc4y_ci-H0J


19 
 

 
 

pendaftaran diri sampai membayar pajak terutangnya. Ketentuan umum dengan 

sektor perpajakan misalnya, jenis-jenis pajak dengan berlakukan di Indonesia 

dengan bermula pada obyek pajak, subyek pajak, perhitungan pajak terutang, 

tarif pajak, mencatat pajak terutang hinggapada mengisi laporan pajak. Jika 

pengetahuan pajak ini dapat di ketahui dengan di pahami oleh wajib pajak jadi 

motivasi wajib pajak mengalami peningkatan karena dengan sadar bahwa 

kewajiban membayar pajak itu sangat penting.  

a. Subjek pajak 

Subjek pajak ialah aturan undang-undang pada seseorang atau 

kelompok sesuai dengan perpajakan yang berlakukan. Pada Undang-

Undang nomor 36 tahun 2008  perihal undang-undang nomor 7 tahun 

1983 perihal pajak penghasilan, subyek pajak terbentuk dengan 3 jenis 

yaitu pribadi, badan dan warisan. Pajak penghasilan akan dikenakkan 

terhadap subek pada penghasilan dengan didapatakan ataupun diterimanya 

pada tahun pajak.  

Subjek pajak dibagi menjadi beberapa yakni: 

1. Subjek pajak didalam negeri dengan diantaranya: 

a) Subjek pajak orang pribadi adalah sesorang dengan tinggal menetap 

di Indonesia  dengan melebihi 183 hari.  

b) Subjek pajak badan adalah jenis usaha tetap dengan didirikan di 

Indonesia. 

c) Subjek pajak warisan adalah subjek pajak penghasilan yang belum 

dibagi atau dapat digantikan dengan yang memiliki hak. 
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2. Subjek pajak diluar negeri dengan diantaranya: 

a) Subjek pajak orang pribadi adalah sesorang dengan tidak tinggal 

menetap di Indonesia yang tidak melebihi 183 hari.  

b) Subjek pajak badan yakni bentuk usaha dengan tidak di dirikan di 

Indonesia. 

c) Subjek pajak didalam negeri artinya wajib pajak mempunyai 

kewajiban dengan membayar pajak jika telah memperoleh penghasilan 

dari usaha atau pekerjaannya.
17

 

b. Objek pajak 

Objek pajak merupakan tujuan pajak yang dijadikan sasaran untuk 

dikenakan pajak baik berupa kendaraan perbuatan maupun peristiwa. Objek 

pajak penghasilan diambil dari tambahan penghasilan ekonomi baik dari luar 

ataupun dalam negeri.  

Yang termasuk pada pengertian penghasilan ialah: 

1. Imbalan yang diterima dari hasil pekerjaan atau jasa yang menghasilkan  

gaji, upah, komisi dan lain sebagainya. 

2. Laba usaha. 

3. Keuntungan dari penjualan dan dari pengalihan harta, seperti:  

a) Keuntungan sebab adanya pengalihan harta yang menjadi pengganti 

saham dan memasukkan modal yang diterima dari badan perseroan, 

persekutuan dan lain sebagainya.  
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 Ferra Pujiyanti, Perpajakan & UKM, (Lembar Pustaka, 2015), 28. 
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b) Keuntungan yang diterima daribadan lain sebab pemindahan harta 

pada pemegang saham, anggota dan sekutu. 

c) Keuntungan sebab likuiditas, peleburan, penggabungan, pemecahan, 

pemekaran, dan pengambil alihan usaha. 

c.  Fungsi pajak  

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, 

khususnya pembangunan. Pajak sebagai sumber sumber pendapatan negara 

dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran 

untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 

1. Fungsi anggaran (Budgetair) 

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara 

mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara 

untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara 

lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber 

pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan 

pengeluaran negara dengan pendapatan negara. 

Secara optimal memasukan dana ke dalam kas negara yaitu mesti 

sesuai pada undang-undang yang diberlakukan: 

a) Pihak wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya. 

b) Terdapat pelanggaran yang diperbuat objek pajak dengan tidak  

 dilaporkan dari petugas fiskus. 

c) Tidak boleh ada objek pajak yang terlepas pada pengamatan atau  

 perhitungan fiskus. 
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2. Fungsi  mengatur (Regulerend) 

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur 

kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.  

Fungsi mengatur tersebut antara lain: 

a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. 

b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, 

seperti pajak ekspor barang. 

c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang 

produksi dari dalam negeri, contohnya pajak pertambahan nilai 

(PPN). 

d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu 

perekonomian agar semakin produktif.
18

 

3. Sanksi Pajak 

Johanes Herbert Tene tahun 2017 menyatakan sanksi perpajakan terjadi 

disebabkan adanya pelanggaran pada kebijakan undang-undang perpajakan.19  

Sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak 

yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan 

perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih 
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 Martha Rianty N dan Nyayu Khairani Putri, Pengantar Perpajakan, Cet. 1, 

(Palembang: Awfa Smart Media, 2020), 3. 
19

Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh., dan Jessy D.L. Warongan, „‟Pengaruh 

Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,‟‟ Jurnal  Emba, Vol. 5, No. 2, (Juli: 2017), 

445,https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/View/15702/15221). 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15702/15221


23 
 

 
 

sadar dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, untuk memastikan bahwa 

peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak.
20

 

Sanksi perpajakan adalah ketetapan yang sudah ditetapkan dari 

kebijakan perundang-undangan tentang pajak yang harus dipatuhi. Apabila 

sanksi pajak dilanggar maka wajib pajak akan ditangani langsung oleh petugas 

fiskus untuk ditindak lanjuti. Sanksi berlaku apabila mereka secara sengaja 

tidak mendaftarkan, mensalah gunakan tanpa hak. Pengusaha kena pajak 

melanggar kewajiban pajak dan merugikan pendapatan negara, maka akan 

diberikan kurungan penjara  6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4 kali 

dengan denda wajib pajak tidak kurang dalam membayar. 

Ada dua jenis sanksi pada perpajakan yakni: 

1. Sanksi Administrasi adalah kerugian pembayaran negara terutama 

pada bunga serta hukum yang digunkan oleh fiskus untuk mematuhi 

pajak. Sanksi-sanksi administrasi yaitu: 

a. Bunga pembayaran adalah pembayaran yang terlambat atau lewat 

dari masa waktu yang telah ditentukan  serta pembayaran yang 

dilakukan sendiri tanpa adanya STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKBT 

(Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan) serta SKPKB 

(Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar). 

b. Bunga penagihan ialah iuran pembayaran pajak dengan ditagihkan 

pada surat tagihan seperti STP (Surat Tagihan Pajak) , SKPKBT 

(surat keterangan pajak kurang bayar tambahan) serta SKPKB (surat 

                                                             
20 

Dwi Rachmad Kurniawan, Pahami Ketentuan, Hindari Sanksinya: Kupas 

Tuntas Sanksi Perpajakan,Cet. 1, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 1. 
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keterangan pajak kurang bayar) tidak dilaksanakan pada batas waktu 

pembayaran.  

c. Bunga ketetapan ialah sanksi yang diberikan berupa bunga dengan 

dimasukan kedalam surat ketetapan pertambahan pokok wajib 

pajak.21 

2. Sanksi Pidana adalah berlakunya hukum agar terpatuhinya norma 

perpajakan. Sanksi pidana terbagi menjadi beberapa yaitu: 

a. Ketentuan sanksi pidana, sesuai ketentuan perpajakan berdasarkan 

undang-undang berlaku bahwa sanksi pidana berupa, kurungan atau 

penjara. 

b.  Denda pidana, sanksi berupaancaman kepada pihak pajak apabila 

didapati melanggar peraturan perpajakan. 

c.   Pidana penjara, Sanksi berlaku apabila wajib pajak melanggar 

peraturan yang berlaku. 

4. Pengertian Kualitas Pelayanan Fiskus 

Menurut teori atribusi adalah teori kepatuhan wajib pajak terkait 

dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. 

Pada dasarnya teori atribusi, menyatakan bahwa bila individu mengamati 

perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu 

ditimbulkan secara internal atau eksternal.
22
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Mardiasmo, Perpajakan, Ed. 18, (Yogyakarta: Andi, 2016), 50. 
22

 Rachmat Kriyantono, Teori-Teori Relations Perspektif Barat  & Lokal Aplikasi 

Penelitian dan Praktik, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2017), 171. 
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Kotler (2002), mengatakan bahwa kualitas pelayanan sangat penting 

untuk dikelola oleh suatu perusahaan. Kualitas pelayanan adalah suatu 

penilaian dari pelanggan atau konsumen terkait pelayanan atas produk atau jasa 

yang mereka terima (perceived service) dengan tingkat pelayanan yang 

diinginkan atau diharapkan (expected service).  

Dabholkar (1996) dalam penelitian terhadap kualitas pelayanan 

mengajukan variabel-variabel kualitas pelayanan yang diterapkan pada 

perusahaan yang meliputi aspek fisik (physical aspect),Keandalan (reliability), 

interaksi personal (personal interaction),pemecahan masalah (problem 

solving), dan kebijakan (policy). Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan 

oleh kualitas, baik kualitas jasa maupun produk maupun kualitas peayanan 

yang disampaikan kepada wajib pajak.
23

 

a. Pelayanan Fiskus 

Pandianga mengemukakan bahwa pelayanan ialah proses perbuatan 

didalam memenuhi kebutuhan seseorang dengan kegiatan dengan 

dilaksanakan orang lain dengan langsung. Dan Alam, mengemukakan bahwa 

fiskus ialah sesorang dengan melaksanakan layanan pajak terhadap wajib 

pajak perihal perpajakan.
24

  

Pelayanan fiskus merupakan cara dengan dikerjakan dari fiskus dengan 

mengurus, membantu serta menyediakan kebutuhan wajib pajak. Hasil pada 
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penelitian Ahmad Ardiansyah, Kertahadi dan Rizki yudhi dewantara tahun 

2016 mengemukakan bahwa pelayanan fiskus mempunyai pengaruh yang 

singnifikan langsung pada kepuasan wajib pajak. Penelitian tersebut guna 

mengetahui pengaruh dari variabel layanan fiskus pada kepatuhan wajib 

pajak.25 

Kewajiban fiskus ialah kewajiban membuat surat ketetapan pajak, 

dengan membantu wajib pajak, merahasiakan data wajib pajak, menertibkan 

surat ketetapan pajak, serta  melakukan keputusan. Pada  hal tersebut untuk 

hak fiskus dengan diatur pada perundang-undangan perpajakan diantaranya 

yakni: Hak menertibkan NPWP dengan NPPKP (Nomor Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak) dengan jabatan, surat paksa, surat ketetapan pajak 

serta surat perintah melakukan penyitaan, melaksanakan dan mengurangi 

sanksi administrastif, melaksanakan penyidikan, pencegahan serta 

penyanderaan.26 

1) Definisi pelayanan 

Pelayanan adalah kemampuan untuk membantu yang diperlihatkan 

secara individu atau pun tim. Ketika kita mempelajari tenttang pajak tentu 

kita mengenal adanya pelayanan fiskus. Secara umum fiskus merupakan 
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petugas. Jadi pelayanan fiskus dapat di artikan sebagai cara petugas pajak 

dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang 

dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Menurutnya 

Rangkuti definisi pelayanan didalam Silalahi pada tahun 2014 

mengatakan bahwa pelayanan merupakan pekerjaan yang membutuhkan 

tindakan sebagai suatu pemberian jasa kepada pihak lain.27 

2) Definisi pelayanan perpajakan 

Menurut Siregar  pada tahun 2017 adalah pemberian jasa yang 

dberikan oleh seseorang dalam hal ini untuk melayani sesuai dengan 

ketetapan peraturan perpajakan.  

3) Dimensi pelayanan  

Indikator pelayanan fiskus Menurut Perasuraman dikutip Komala 

tahun 2014, dapat dilihat dibawah ini yaitu: 

a) Daya Tanggap (Responsiveness) 

Sikap tanggap yang diberi dari petugas pajak pada wajib pajak. 

Seperti memberi layanan yang baik, cepat dan tanggap agar terkesan 

baik di masyarakat. Daya tanggap memiliki indikator dibawah ini: 

1) Kepastian informasi pelayanan perpajakan yang akan dilakukan. 

2) Keinginan memberikan layanan yang memuaskan. 

3) Kesediaan untuk senantiasa menanggapi keluhan pelanggan. 
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b) Kehandalan (reliability) 

Kehandalan merupakan tindakan yang memuaskan dari petugas 

pajak. Artinya bahwa pelayanan sudah berdasar pada di janjikan. 

Kehandalan memiliki beberapa indikator diantaranya: 

1) Menjalankan ketetapan yang dibuat dan  mampu menepati janji 

yang telah disepakati.  

2) Senantiasa dapat membantu mengatasi masalah pelanggan. 

3) Petugas pajak akan memberi kinerja dengan baik dalam melayani 

wajib pajak sebagai pelanggannya. 

4) Memberikan kinerja sesuai yang dijanjikan. 

5) Komitmen petugas fiskus adalah memberikan pelayanan yang 

kredibel dan tanpa kesalahan.  

c) Empati 

  Empati merupakan perlindungan artinya adanya kemudahan 

melakukan komunikasi sehingga masyarakat dapat paham apa yang 

dijelaskan oleh petugas pajak.28 Empati mempunyai indikator yaitu: 

1) Perusahaan memberikan perlindungan pertama bagi pelanggan. 

2) Seluruh perusahaan akan memberikan rasa nyaman bagi semua 

pelanggan. 

3) Memberikan pelayanan suka rela. 

4) Karyawan memahami kebutuhan pelanggannya. 
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d) Jaminan  

Jaminan artinya sesuatu yang di janjikan harus di laksanakan. 

Dalam hal ini adanya  kesepakatan diawal bahwa pelayanannya 

berkewajiban memberikan jasa yang sesuai dengan peraturan yang ada, 

cepat, mudah serta teratur sehingga pelanggan akan merasa puas terhadap 

kinerja dari perusahaan tersebut. 

e) Bukti fisik  

Bukti fisik artinya bukti yang dapat dilihat dan diamati, seperti 

barang dan jasa. Bukti fisik memiliki indikatornya yakni: (a) Penampilan 

pegawai, (b) Penampilan fasilitas baik, (c) Penampilan peralatan, dan (d) 

Penampilan dengan dapat dilihat dalam memberikan informasi layanan.29 

5. Kepatuhan Wajib Pajak 

a. Pengertian kepatuhan wajib pajak 

Menurut teori asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari penduduk, 

karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi dan wajib pajak 

adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini pajak.
30

  

Ismawan menjelaskan prinsip administrasi perpajakan yang diteria 

secara luas bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. 

Kepatuhan sukarela merupakan wajib pajak bertanggungjawab menetapkan 
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sendiri kewajiban dan kemudian akurat dan tepat waktu membayar dan 

melaporkan pajak tersebut. 

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang 

melaksankan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang 

berlaku. Menurut Kiryanto tahun 1999, kepatuhan wajib pajak didefinikan 

sebagai masukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, 

mengisi dengan benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak tepat 

waktu, tanpa ada tindakan pemeriksaan.
31

  

1) Kewajiban wajib pajak 

a) Mendaftar diri dengan mendapat NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

b) Mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan secara baik serta melakukaan 

pendataan diri pada kantor pajak dalam jangka waktu sudah 

ditetapkan. 

c) Melakukan pembukuan atau pencatatan yaitu membuat agenda rutin 

dengan mengumpul data serta informasi keuangan mencakup harta, 

modal, kewajiban, penghasilan serta biaya. 

d) Bila wajib pajak terjadi pemeriksaan, jadi wajib pajak perlu: 

1. Memperlihatkan buku ataupun catatan pemeriksaan, berkaitan 

dengan dokumen tentang pencatatan atas pendapatan yang 

didapatkan dari aktivitas bisnis, pekerjaan dengan bebas wajib 

pajak atau objek lainnya dengan terkena pajak. 
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2. Memperbolehkan petugas fiskus dalam memeriksa ruangan atau 

tempat-tempat yang harus diawasi serta membantu untuk 

kelancaran pemeriksaan. 

3. Bila pada saat menyampaikan pembukuan, pencatatan dan 

dokumen penting terkait wajib pajak dalam merahasiakannya, jadi 

untuk kebutuhan pemeriksaan, keterkaitan dalam merahasiakann 

yaitu dihilangkan. 

2) Hak-hak wajib pajak   

a) Mengeluarkan surat banding atau surat penentangan apabila wajib 

pajak merasa adanya permasalahan. 

b) Menerima pembuktian surat pemberitahuan tahunan. 

c) Melaksanakan perbaikan terhadap kewajiban wajib pajak apabila ada 

surat pemberitahuan tahunan yang  telah diajukan. 

d) Mengeluarkan surat permohonan mengenai penangguhan 

penyampaian surat pemberitahuan tahunan. 

e) Mengajukkan permohonan penundaan ataupun angsuran pembiayaan 

pajak. 

f)   Mengajukkan permohonan perhitungan pajak denganterlibat pada 

surat ketentuan perpajakan. 

g) Mengajukan permohonan apabila ada surat ketetapan pajak dengan 

tidak sesuai. 

h) Memberikan kuasa pada orang lain dalam memahami kewajiban 

pajak. 
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i)     Meminta tanda bukti pemungutan dan pemotongan pajak.32 

b. Kriteria wajib pajak yang patuh 

Ada beberapa ketentuan dengan telah ditentukan dari DJP dengan 

berdasar dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK/.03/2003, 

dengan berisi bahwa wajib pajak di katakan patuh bila: 

1) Tepat waktu didalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan pada seluruh jenis pajak di dalam 2 thn terakhir.  

2) Tidak memiliki tunggakan pajak yang seluruh jenis pajak, kecuali 

sudah mendapatkan izin didalam menunda dan mengangsurkan 

pembayaran pajak. 

3) Tidak pernah diberi hukuman sebab melaksanakan tindak pidana 

pelanggaran pada bidang perpajakan didalam kurung waktu 10 

tahun terakhir. 

4) Didalam 2 tahun terakhir melaksanakan pembukuan dengan 

didalam hal pada wajib pajak dengan sudah dilaksanakan 

pemeriksaan, koreksian kepada pemeriksaan dengan terakhir pada 

masing-masing jenis pajak dengan terutang paling banyak 5 %. 

5) Wajib pajak dengan pelaporan keuangannya pada 2 thn terakhir 

diauditkan dari Akuntan Publik didalam tanggapan wajar tidak 
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terkecuali ataupun tanggapan pada terkecuali sepanjang tidak 

memberikan pengaruh pada laba rugi fiskal.
33

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dari penelitian jadi perkembangan kerangka fikir bisa di 

lihat dari gambar di bawah ini: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Sesuai pada gambar kerangka pikir diatas, bisa dipahami bahwa 

pelayanan fiskus menjadi variabel bebas akan memberi pengaruh dan yang 

menjadi penyebab oleh variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak.  

D. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis berasal dari bahasa yunani yaitu hupo dan thesis. Hupo 

adalah sementara, sedangkan thesis adalah pernyataan atau teori. Jadi 

hipotesis adalah pernyataan sementara atau dugaan sementara persoalan 

penelitian.
34

 

Berdasarkan permasalahan pokok diatas, maka diduga bahwa: 

Ho: Terdapat pengaruh layanan fiskus  pada kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi didalam membayar pajak KPP Pratama Palopo. 
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Ha: Tidak ada pengaruh layanan fiskus  pada kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi didalam membayar pajak KPP Pratama Palopo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis kuantitatif 

karena teknik dengan dipakai dalam penelitian memakai teknik pengambilan 

sampel yang dilaksanakan dengan acak, pengumpulan datanya memakai 

instrument penelitian, analisis datanya berbentuk statistik atau kuantitatif pada 

sasaran dalam melakukan uji hipotesis yang ditentukan.35 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini di lakukan diKantor Pelayanan Pajak Pratama 

Palopo denganberadapada Jln. Andi Jemma, No.131, Kota Palopo. Pada 

penelitian ini, penulis memilih wajib pajak yang tercatat di daerah kerja kota 

Palopo serta waktu penelitian ini dilaksanakan di bulan Maret hingga 

September 2021. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

      No Variabel Definisi Indikator 

1.  Pelayanan 

Fiskus(X) 

 Administrasi pajak atau 

fiskusyaitu orang dengan 

mengerti ialah pajak atau disebut 

juga inspeksi pajak. Fiskus 

1. Daya tanggap 

2. Empati 

3. Kehandalan 

4. Bukti fisik 
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memilikitugas dalam memungut 

dan mengambil iuran pada 

masyarakat (wajib pajak), yang 

berguna dalam pengeluaran rutin 

dengan pembangunan nasional, 

serta dalam menjalankan 

pemerintahan. 

5. Jaminan 

 

2. Kepatuhan 

Wajib 

 Pajak(Y) 

Kepatuhan wajib pajak ialah 

keadaan dengan dimana seorang 

wajib pajak memenuhi segala 

kewajiban pajakannya. 

1. Kepatuhan wajib 

pajak pada mendaftar 

diri dan 

mendapatkan NPWP. 

2. Kepatuhan wajib 

pajak pada mengisi 

SPT (Surat 

Pemberitahuan 

Tahunan). 

3. Melakukanpemeriksa

an. 

4. Melakukan 

pencatatan / 

pembukuan pajak. 

 

D. Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan totalitas dari seluruh unsur yang ada dalam sebuah 

wilayan penelitian. Dengan dijadikan populasi dalam penelitian ini yaitu 

wajib pajak sudah tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo. 



37 
 

 
 

Sampel adalah bagian dari pada jumlah atau karakteristik dimiliki oleh 

populasi itu sendiri.36 Dalam penelitian ini teknik dipakai  dalam mengambil 

sampel yakni simple random sampling. Teknik simple random sampling atau 

pengambilan sample secara acak sederhana merupakan sebuah desain  sample 

dengan mengambil sejumlah sample (n) dari suatu populasi (N).37 Teknik 

dalam menetapkan jumlah sampel menggunakan teknik slovin. Adapun 

rumus pada teknik slovin ialah berikut ini: 

n=    N 

           1+Ne
2 

Ket: 

n= sampel 

N= populasi 

e= perkiraan tingkat kesalahan 

Didalam penelitian ini peneliti memakai 15% dengan menjadi 

persentase kesalahan pemungutan sampel.  Jadi dalam memakai rumus teknik 

slovin di atas maka didapatkan sampel berikut ini: 

 n=          1125 

        1+ 1125 (0,15)
2 

 n=           1125 

  1+1125 (0.0225) 
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 n=          1125 

    26,3125 

  n = 42,7553444 (43) 

 Sesuai dengan perhitungan di atas pada ukuran populasi yang 

berjumlah 1125 didapatkan jumlah sampel berjumlah 43 responden. 

E. Sumber Data 

Data dengan dipakai didalam penelitian ini yakni data primer dengan 

data sekunder.  

1. Data Primer  

Data primer yakni data penelitian di dapatkan dengan langsung pada 

sumbernya. Didapatkan melalui menyebarkan angket terhadap wajib pajak 

orang pribadi dengan tercatat pada KPP Pratama Palopo. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yakni data penelitian dengan di dapatkan dengan tidak 

langsung pada sumbernya. Data di dapatkan pada arsip dengan di miliki 

organisasi atau lembaga, penelitian literatur, penelitian terdahulu, serta jurnal 

dengan berkaitan pada permasalahan yang akan di teliti. Data sekunder seperti 

wajib pribadi non pegawai yang sudah tercatat pada KPP Pratama Palopo. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik didalam pengumpulan data  dengandipergunakan didalam 

penelitian ini yakni kuesioner, observasi (pengamatan) serta dokumentasi 

dengan dijelaskan dibawah ini: 
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1. Angket atau kuesioner dipakai dalam mengambil data yang memakai 

susunan pernyataan dengan diberi pada responden ( wajib pajak) agar di 

isi, teknik angket ini dipakaidalam memperoleh data mengenai kepatuhan 

wajib pajak didalam membayarkan pajak setiap tahunnya pada KPP 

Pratama palopo. 

2. Observasi atau pengamatan yaitu sebuah teknik pengumpulan data dalam 

dipakai untuk mengambil data hanya dengan pengamatan saja. Penelitian 

ini menggunakan observasi karena peneliti merasa perlunya melakukan 

observasi terkait penelitian penulis agar kedepannya sesuai dengan data 

yang akan penulis kerjakan. 

3. Dokumentasi dilaksanakan dalam menyiapkan dokumen-dokumen 

menjadi bukti dengan akurat dalam bentuk catatan, foto sebagai 

keterangan dan  penerapan pengetahuan.
38

 

G. Instrumen Penelitian  

Instrument penelitian dengan dipakai didalam penelitian ini yakni 

menyebar kuesioner atau angket dengan disusun dari peneliti lalu 

memberikannya pada responden guna mengisinya. Instrumen penelitian yang 

dimaksud dalam memperoleh data yang akurat dengan bisa dipakai dalam 

memakai skala dalam mengukur sebuah instrument yakni skala likert. Skala 

likert  dipakai dalam menguraikan seberapa besar jawaban dengan setuju dan 
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tidak setuju pada pernyataan pada lima skala likert pada pedoman dibawah 

ini.39 

Sangat Tidak Setuju    = Poin 1 

Tidak setuju      = Poin 2 

Kurang Setuju      = Poin 3 

Setuju            = Poin 4 

Sangat Setuju     = Poin 5 

Untuk memperoleh hasil dari penelitian dengan memberi kepuasan, 

penulis membuat rancangan kisi-kisi instrument penelitian dengan tujuan 

dalam menunjukan hubungan antar tiap-tiap variabel pada penelitian ini. 

Didalam penelitian ini, pada tiap variabel dengan terdapat nantinya diberi 

deskripsi, kemudian menetapkan indikator dengan hendak di ukur sampai 

menjadi butir pernyataan, seperti tabel berikut ini: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrument Penelitian 

No Variabel Dimensi/ Indikator No. Item 

1. Petugas Fiskus (X) 

 

1. Daya Tanggap 1, 2 

2. Kehandalan 3,4 

3. Jaminan 7,8 

4. Empati 5,6 

5. Bukti Fisik 9,10 
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2. Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y) 

1. Kepatuhan wajib pajakdalam 

mendaftar diri dan mendapatkan 

NPWP. 

1, 2 

b. Kepatuhan wajib 

pajak mengisi SPT (Surat 

Pemberitahuan Tahunan). 

3, 4 

c. Melakukan pemeriksaan 5, 6 

d. Melakukan pencatatan / 

pembukuan 

7, 8 

 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a. Uji Validitas 

Pengujian ini dilaksanakan guna mengetahui valid ataupun tidaknya 

sebuah daftar pertanyaan yang dibuat. sekiranya pertanyaan yang diajukan 

menyatakan sahnya angket sehingga angket tersebut bisa dinyatakan baik 

serta bisa dipakai. Pengujian ini dipakai melalui perbandingan skor r 

hitung. Bila r hitung > r tabel, jadi pernyataan dikatakan valid.
40

 Standar 

validitas ialah memakai standar deviasi > 0,294. Pada penelitian ini 

standar deviasi dilaksanakn terhada 43 responden. 
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Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas data 

Variabel  Item  Corrected 

Item-Total 

Correlation 

rtabel Keterangan  

Pelayanan 

Fikus (X) 

PF1 0,517
**

 0,294 Valid  

PF2 0,579
**

 0,294 Valid  

PF3 0,566
**

 0,294 Valid  

PF4 0,581
**

 0,294 Valid  

PF5 0,603
**

 0,294 Valid  

PF6 0,529
**

 0,294 Valid  

PF7 0,735
**

 0,294 Valid  

PF8 0,571
**

 0,294 Valid  

PF9 0,439
**

 0,294 Valid  

PF10 0,314
**

 0,294 Valid  

 

Kepatuhan 

Wajib 

Pajak (Y) 

kwp1 0,489
**

 0,294 Valid  

kwp 2 0,657
**

 0,294 Valid  

    kwp 3 0,679
**

 0,294 Valid  

kwp 4 0,687
**

 0,294 Valid  

kwp 5 0,534
**

 0,294 Valid  

kwp 6 0,645
**

 0,294 Valid  

kwp 7 0,656
**

 0,294 Valid  

kwp 8 0,668
**

 0,294 Valid  

 

Didalam table di atas bisa diketahui bahwa tiap-tiap variable 

mempunyai rtabel dengan 0,294 jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh 

variabel X dengan Y dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan dapat 

diandalkan atau bersifat tetap. Pada dasarnya, uji realibilitas mengukur 

variabel yang digunakan melalui pertanyaan-pertanyaan yang digunakan. 
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Uji realibilitas dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbach‟s alpha 

dengan tingkat/taraf signifikan yang digunakan.
41

 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas 

     No Variabel Cronbach's Alpa Ket 

1 Pelayanan  Fiskus (X) 0,764 Reliabel 

2 

Kepatuhan Wajib Pajak 

(Y) 

0,775 Reliabel 

Sumber: Data output SPSS 22 

Didalam table diatas bisa diketahui bahwa tiap-tiap variabel 

mempunyai Cronbach Alpha melebihi dengan 0,60 jadi bisa diambil 

kesimpulan bahwa seluruh variabel X dengan Y ialah konsisten dan 

reliabel. 

I. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data ialah mengolah data dengan dihasilkan pada daftar 

pertanyaan dalam menjadikan atau memasukan angka dengan mengerjakan 

perhitungan statistik. Sebelum melakukan olah data hendaknya dibagi 

berdasarkan kelompok juga kategori spesifik dibantu melalui tabel agar 

memudahkan proses analisis data yang didapatkan. 

1. Uji asumsi klasik 

Pengujian asumsi klasik dilaksanakan sebelum melaksanakan 

pengujian hipotesis dalam mengetahui terdapat dan tidak adanya 
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kekeliruan. Terdapat 3 uji asumsi klasik dengan akan dipakai penulis, 

yakni: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ialah guna mengetahui apakah populasi data itu 

terdistribusi dengan normal dan tidak. Sebagaimana dengan ditahu 

didalam uji t, serta uji f di asumsikan bahwa nilai residual mengikut 

distribusi normal. 
42

 

b. Uji Linearitas 

Dalam mengetahui apakah ada hubungan linear diantara variabel 

independent dan dependent terikat sehingga penulis memakai uji 

linearitas ini. Ketentuan dengan dibutuhkan dalam menyatakan data 

ada mempunyai bersifat linear yakni melalui nilai koefesien signifikans 

ipenyimpangan pada linearitas serta membandingkan padaskor alpha 

denganterpilih, yakni 5% atau 0,05. Dalam menetapkan apakah data 

sifatnya linear yakni melalui memakai teknik compare means di SPSS 

22. 

c. Uji Heterokedasitas 

Uji Heterokedasitas adalah uji yang menilai ada tidaknya 

kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada 

model regresi linear.43 
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2. Uji regresi linear sederhana 

Pengujian ini ialah uji dengan dipakai didalam mengukur besar 

pengaruh variabel independent dan variabel dependent didalam 

memperediksikan variabel independent dalam memakai variabel 

dependent.
44

 Pengujian ini bisa dipergunakan didalam memprediksikan 

hingga bisa menyatakan baik atau buruk data variabel X pada tinggi dan 

rendahnya taraf variabel Y serta maupun kebalikannya, terdapar rumus 

didalam pengujian ini yakni: 

Y = a + bX + e 

Ket: 

Y =Kepatuhan Wajib Pajak 

a = Harga tetap (konstan) 

b = Koefesien regresi dengan memperlihat perubahan naik atau 

turunnya variable independent. Apabila b terjadi kenaikan jadi data (+) 

dan apabila terjadi penurunan jadi data (-). 

X = Pelayanan  Fiskus 

e = Eror  

3. Uji hipotesis  

a. Uji t (Parsial) 

Pengujian ini dilaksanakan didalam mengetahui tiap-tiap 

pengaruh antar variabel. Apabila hasil uji Thitung> Ttabel yang artinya 

ada pengaruh antara variabel. Pun begitu sebaliknya bila Thitung 
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<Ttabel jadi tidak terdapat pengaruh antar variabel independent 

dengan dependent. Dengan taraf kesalahan sebuah variable sebesar 

5% serta taraf keyakinan sebesar 95%. Pada taraf kesalahan sebuah 

variable < 5% atau 0,05 jadi variable itu dikatakan signifikansi. 

b. Koefisien determinasi (R
2
) 

Pengujian ini dilaksanakan guna mengetahui seberapa 

besarnya variasi atau perubahan variabel bebas.
45

 Nilai R Square 

(R
2
) menunjukan koefisien determinasi dengan melakukan 

pengukuran besarnya tingkat berubahnya sebuah variable dependen 

dengan disebabkan dari variabel independen secara simultan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Berdirinya KPP Pratama  Kota Palopo 

KPP Pratama Palopo ialah salah satu bidang vertikal Direktorat 

Jendral Pajak Kementrian Keuangan dengan menurut hirarki terletak di 

bawah kanwil DJP Sulawesi Selatan, Tenggara serta Barat. Sesuai dengan 

kebijakan Menteri Keuangan nomor 67/PMK/2008 KPP Pratama Palopo 

yang menjadi komponen modernisasi administrasi pajak dengan berciri 

skema administrasi pajak pada Kota Palopo yakni KPP Palopo dengan 

mengurus PPh, PPN, pajak tidak langsung yang lain dan KPP PBB Palopo 

dengan mengurus PBB. Dua kantor itu pernah mempunyai daerah kerja 

dengan berlainan, pada KPP Palopo mempunyai daerah kerja sekitar 9 

Kabupaten/Kota, yakni Kab. Luwu, Kota Palopo, Kab. Kab. Luwu Timur, 

Luwu Utara, Kab. Wajo, Kab. Bone,dan Kab. Enrekang,serta Kab. Tana 

Toraja (sebelum ada pemekaran). Setelah membaur sebagai KPP Pratama 

Palopo, daerah kerja sebanyak 6 Kabupaten/Kota dengan mencakup Kota 

Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, 68 Kab. Toraja 

Utara serta Kab. Tana Toraja dengan memiliki sebanyak 83 Kecamatan, 

dengan 827 Desa atau Kelurahan pada luas daerah 1.645.615 Ha dengan 

penghuninya sebanyak 1.538.651 orang. 

47 
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KPP Pratama Palopo mempunyai ciri khas dengan berada di model 

dengan menyamai rumah bangsawan pada wilayah Luwu dengan Toraja 

(bagian atap kombinasi desain adat Toraja dengan Bugis), mempunyai 2 

halaman depan disebelah timur mengarah kelaut serta sebelah barat 

mengarah ke pegunungan. KPP Pratama Palopo terletak menghadap pada 

kantor walikota serta memiliki 2 jalan utama di Kota Palopo disebelah 

timur mengarah pada Jl. Andi Kambo dan disebelah barat mengarahpada 

Jl. Andi Jemma. Padamula KPP Pratama Palopo terbentuk menjadi 

komponen pada modernisasi administrasi pajak, kantor tersebut sudah 

mengalami dua kali penggantian pemimpinan, yaitupada periode awal 

pada pertengah tahun 2008 hingga pada pertengah 2009 di pimpin dari bpk 

I Ketut Sukarda pada hingga kini pula berprofesi menjadi kepala KPP 

Pratama Jakarta Tamansari Dua, dengan berikutnya di pimpin dari Bpk 

Dionysius Lucas Hendrawan, berikutnya Bpk Muhammad Armadari 

sampai sekarang ini.  

b. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo  

Adapun struktur organisasi pada KPP Pratama  Kota Palopo sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Direktorat Jendral Pajak 

YAYA 

Unit 

Pelaksanaan 

Tenis 

Kantor 

wilayah 
Tenaga 

Pengkaji 

Direktorat 
Sekretariat 

Direktorat 

Jenderal 

 
KPP 

KP2KP 
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Sumber Kantor Pelayanan Pajak Kota Palopo 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kota Palopo 

c.  Visi dan Misi 

1. Visi KPP Pratama Palopo  

  Sebagai mitra terpercaya pembangunan bangsa dalam menghimpun 

penerimaan negara dengan menyelenggarakan adminitrasi pajak yang 

efektif, efisien, berintegrasi, serta berkeadilan pada tujuan mendukung 

Visi Kementerian Keuangan: ”sebagai pengelolah keuangan negara 

dalam mewujudkan perkonomian indonesia dengan produktif, inklusif 

kompetitif, serta berkeadilan‟‟. 

2. Misi KPP Pratama Palopo  

Melakukan perumusan regulasi pajak dengan mendukung 

pertumbuhan ekonomi Indonesia, melakukan peningkatan kepatuhan 

pajak dengan layanan yang mempunyai kualitas serta mempunyai 

standardisasi, edukasi dengan pengawasan dengan efektif, dan menegak 

hukum dengan keadilan serta melakukan pengembangan proses usaha 

inti berbasis digital di dukung budaya organisasi dengan adaptif dengan 

kolaboratif dan aparatur pajak dengan profesional, terintegritas serta 

termotivasi. 

d. Motto dan Janji Layanan 

1. Professional, bekerja berdasar pada kebijakan serta etika profesi 

yang melaksanakan tugas pada integritas dengan tinggi  

2. Educate, memberi pemahaman pada masyarakat mengenai pajak. 
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3. Responsive, sebabtiasamemberi tanggapan pada kritikan, saran 

serta keluhan masyarakat  

4. Friendly, memberi layanan pada sepenuh hati menganggap sebagai 

seorang teman 

5. Care, menunjukan kepedulian pada wajib pajak, masyarakat serta 

lingkungan sekitarnya 

6. Trustfull, senantiasa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan 

melaksanakan reformasi birokrasi.  

Mengambil slogan terdahulu oleh suku bugis, jadi janji pelayanan 

KPP Pratama Palopo dengan melakukan tugas dengan fungsinya yakni; 

 1. Sipakatau,kata tersebut mencakup artian saling menghormati, pada 

perihal memberi layanan KPP Pratama Palopo dengan mengedepankan 

perilaku menghargai antar fiskus  

2. Sipakainge, kata tersebut mencakup artian saling mengingatkan, KPP 

Pratama Palopo membukakan diri dalam senantiasa menerima kritikan 

dengan saran oleh wajib Pajak. 

3. Sipakalebbi, kata tersebut mencakup artian saling menghargai, dengan 

melakukan tugas KPP Pratama Palopo mengaplikasikan perilaku dengan 

menghargai pada wajib pajak tidak membeda-bedakannya. 
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2. Deskripsi Data Responden  

a.  Karakteristik Indentitas Responden 

Didalam penelitian ini dengan menjadi responden ialah masyarakat 

wajib pajak di KPP Pratama Palopo. Ada 43 sampel responden yang 

dijadikan wajib pajak dengan melaksanakan tindak kepatuhaan pada 

kantor pajak yang dijumpai disaat penelitian sedang berlangsung. 

1) Responden menurut Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasar jenis kelamin wajib pajak bisa 

diketahui didalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 Profil Responden Berdasar Jenis Kelamin 

 

No 

 

Jenis kelamin 

 

Wajib pajak 

 

  Jumlah Presentase (%) 

1 Laki-Laki 14 34% 

2 Perempuan 29 66% 

 Total  43 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021. 

Bedasar dengan yang tercantum didalam tabel diatas bisa diketahui 

bahwa wajib pajak orang pribadi diKPP Pratama Palopo dengan dipilih 

dijadikan responden tidak dibatasi dengan jenis kelamin tertentu. Pada 

hasil data angket dengan di isi dari responden menunjukkan bahwa 

wajib pajak orang pribadi berdasarkan kelamin laki-laki sekitar 34%, 

serta pada jenis kelamin perempuan sekitar 66%.  
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2) Responden menurut Umur  

Karakteristik responden berdasar umur wajib pajak orang pribadi 

bisa diketahui dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Umur/Usia 

No Umur/usia Tanggapan 

Responden 

 

  Jumlah Presentase (%) 

1 21 - 30 tahun 23 53,3% 

2 31 - 40 tahun 13 28,8% 

3 41 - 50 tahun 3 8,88% 

4 ≥ 50 tahun 4 8,88% 

 Total 43 100% 

Sumber:  Data primer yang diolah, 2021.  

Sesuai dengan tabel tersebut diketahui bahwa responden wajib pajak 

orang pribadi yaitu responden dengan usia 21-30 thn yaitu 23 responden 

atau 53,3%, orang pada umur 31-40 thn yaitu 13 responden atau 28,8%, 

responden pada umur 41-50 thn yaitu 3 responden atau 8,88% sedangkan 

responden dengan usia 50 keatas yakni 4 responden atau 8,88%. Jadi bisa 

diambil kesimpulan bahwa yang sebagai mayoritas wajib pajak orang 

pribadi di KPP Pratama Palopo didominasikan terhadap responden pada 

berusia 21-30 thn. 

3) Responden menurut Pendidikan Terakhir 

Sesuai dengan hasil data primer tentang karakteristik responden 

wajib pajak orang pribadi sesuai dengan pendidikan terakhirnya bisa 

diketahui dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.4Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No  Wajib pajak orang pribadi 

 Pendidikan 

Terakhir 

Jumlah Persentase 

1 SMP/SLTA 2 4,44% 

2 SMA/SMK/MAN 13 33,3% 

3 Strata 1 24 53,3% 

4 Strata 2 4 8,88% 

 Total 43 100% 

Sumber : Data Primer, 2021 

Sesuai dengan hasil pengolahan data primer tentang karakteristik 

responden dengan berdasar pada pendidikan terakhir, jaditotal responden 

terbesa ialah  responden dengan pendidikan SMP/SLTA yaitu 2 responden 

atau 4,44%, lalu responden dengan pendidikan SMA/SMK/MAN yaitu 15 

responden atau 33,3% dan responden dengan pendidikan Strata 1 yaitu 24 

responden atau 53,3% sedangkan Strata 2 yaitu 4 responden atau sebesar 

8,88%. Jadi bisa dinyatakan bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi di 

KPP Pratama Palopo didominasikan terhadap responden pada 

berpendidikan terakhir Strata 1 (S1).  

4) Responden menurut jenis pekerjaan 

Sesuai dengan hasil pengolahan data primer tentang karakteristik 

pekerjaan  responden bisa diketahui dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.5 Profil Responden Berdasar Pekerjaan 

No Pekerjaan Tanggapan Responden  

  Orang Presentase (%) 

1 PNS 7 15,5% 

2 Karyawan 20 48,8% 

3 Wiraswasta 16 35,5% 

 Total 43 100% 

Sumber: Data Primer, 2021.  

Sesuai dengan hasil pengolahan data primer tentang karakteristik 

responden dengan berdasar pada pekerjaan, jaditotal responden terbanyak 

ialah responden dengan menjadi PNS yaitu 7 orang atau 15,5%, sedangkan 

karyawan yakni 22 orang atau 48,8%, responden yang menjadi wiraswasta 

yaitu 16 responden atau 35,5%. Jadi bisa dinyatakan bahwa mayoritas 

wajib pajak orang pribadi didominasi responden pada status pekerjaan 

menjadi karyawan. 

5) Responden Menurut Tingkat Penghasilan  

Sesuai dengan hasil data primer tentang karakteristik tingkat 

penghasilan responden bisa diketahui dalam tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasar Tingkat Penghasilan 

No Wajib pajak orang pribadi 

 Tingkat penghasilan/bulan Jumlah Persentase (%) 

1 ≤1.000.000,- s/d 1.500.000,- 9 20% 

2 ≥2.000.000,- s/d 2.500.000,- 13 33,3% 

3 3.000.000,- s/d 4.000.000,- 15 33,3% 

4 5.000.000,- s/d 5.500.000,- 6 13,3% 

 Total 43 100% 

Sumber: Data Primer, 2021. 

Sesuai dengan hasil pengolahan data primer tentang karakteristik 

responden yang berdasarkan tingkat penghasilan/bulan, jadi jumlah 

responden pengasilan terbanyakialah ≤1.000.000,- s/d 1.500.000,- yakni 9 

responden atau sebesar 9%, sedangkan ≥2.000.000,- s/d 2.500.000,- yaitu 13 

responden atau sebanyak 33,3%, sedangkan 3.000.000,- s/d 4.000.000,- 

yakni 15 responden atau 33,3%, sedangkan  5.000.000,0- s/d 5.500.000,- 

yaitu 6 responden atau sebanyak 13,3%. Jadi bisa dinyatakan bahwa 

mayoritas wajib pajak orang pribadi didominasi responden berpenghasilan 

2.000.000,- sampai 4.000.000,- perbulan. 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas    

Metode ini dipakai dalam mengetahui apakah nilai residual dan   

regresi berdistribusi normal ataupun tidak. Salah satu teknik pengujian 

normalitas yakni melalui pengujian One Sample Kolmogrov Smirnov. One 

Sample Kolmogrov Smirnov dipakai dalam mengetahui distribusi sebuah 

data, apakah mengikut distribusi dengan normal. Pada hal tersebut agar 

mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi dengan normal dan 

tidak. Pada uji residual terdistribusi normal bila tingkat signifikan melebihi 

pada 0,05.  

                             Tabel 4.7 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 43 

Normal 

Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 4,52753835 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,129 

Positive ,129 

Negative -,098 

Test Statistic ,129 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,170c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sesuai dari tabel diatasbisa di lihat hasil output one sample 

kolmogov-smirnov test dalam pengujian normalitas di ketahui bahwa 

jumlah sig Asymp.sig (2-tailed) sebanyak 0,170 dimana hasil itu lebih 

tinggi pada tingkat singnifikan 0,05 atau 0,170 > 0,05. Jadi bisa ditarik 
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kesimpulan bahwa pengujian normalitas didalam penelitian ini 

terdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Tabel 4.8 Uji Linearitas 
 

 

ANOVA Table 

  
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

kepatuhan 
wajib 

pajak * 

Pelayanan 

fiskus 

Between 
Groups 

(Combined) 
249,716 12 20,810 ,865 ,589 

Linearity 110,733 1 110,733 4,601 ,040 

Deviation 

from 

Linearity 
138,983 11 12,635 ,525 ,871 

Within Groups 721,958 30 24,065     

Total 971,674 42       

Sumber : Output SPSS 22. 

Didalam tabel pengujian linearitas diatas bisa di ketahui bahwa ada 

hubungan dengan linear diantara pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib 

pajak. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan baris Deviation from Linearity 

padataraf signifikans > 0.05 (0.871> 0.05) hal tersebut menyatakan bahwa 

adanya hubungan dengan linear dengan signifikansi diantara layanan fiskus 

dan kepatuhan wajib pajak pada kota Palopo. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilaksanakan guna mengetahui apakah 

didalam model regresi dengan dibentuk adanya ketidaksamaan variasi pada 

residual model regresi. Data dengan baik dalam penelitian ini ialah data 

dengan tidak ada heterokedastisitas dan data dengan ada heterokedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas didalam penelitian ini memakai teknik scatterplot.  
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Gambar 4.9 Hasil Uji Heteroskediastisitas 

 

Sumber: Data output SPSS 22 

Hasil output scatterplot diatas yaitu: 

a. Titik-titik data meluas diatas atau dibawah angka nol. 

b. Titik-titik tidak terkumpul disatu tempat. 

c. Penyebaran titik-titik tidak berbentuk suatu pola. 

Sesuai dengan uji heteroskedastisitas memakai teknik scatterplot maka 

diambil kesimpulan tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

4. Analisis Regresi Sederhana 

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
18,150 3,502   

Pelayanan 

fiskus ,323 ,136 ,348 

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak 

Sumber : Data Output SPSS 22. 
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Didalam hasil uji diatas, didapat skor koefesien oleh persamaan 

regresi. Didalam uji ini, persamaan regresi sederhana dengan dipakai ialah: 

Y = a + bX 

Dimana: 

Y = Kepatuhan wajib pajak 

X = Pelayanan fiskus 

Denganhasil uji diatas diperoleh model persamaan regresinya: 

Y = 18,150 + 0,323X 

Koefesien didalam persamaan regresi linear sederhana diatas bisa 

memberi artian bahwa koefesien regresi pada konstan sebanyak 18,150 

memperlihatkan bahwa bila variabel pelayanan fiskus mempunyai nilai nol 

ataupun tetap jadi kepatuhan wajib pajak terjadi peningkatan sebanyak 

18,150. 

Variable pelayanan fiskus 0,323 memperlihatkan bahwa bila variabel 

layanan fiskus naik 1 satuan jadi kepatuhan wajib pajak terjadi 

peningkatan sebanyak 0,323 satuan ataupun sebanyak 32,3% 

5. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis di laksanakan didalam mengetahui pengaruh seluruh 

variabel independent atau dependent dan di terima atau tidak suatu 

hipotesis tersebut. 

a) Uji t (Uji Parsial) 

Uji ini dilaksanakan didalam menguji apakah variabel independent 

mempunyai pengaruh pada variabel dependent. Standar uji parsial (uji t) 
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bila thitung > ttabel  dengan tingkat kebebasan (df) = n-k ialah 43-2-1 = 40. 

Sesuai dengan tabel distribusi ‟‟t‟‟ didapatkan t0,05,40= 2.021. Dan thitung 

bisa memakai singnifikan penelitian < 0,05. 

Tabel 4.11 hasil Uji  Parsial ( Uji t) 

Coefficients
a
 

Model T Sig. 

1 (Constant) 5,183 ,000 

Pelayanan 

fiskus 2,377 ,222 

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak 

Sumber : Output SPSS 22 

 Sesuai dengan tabel maka di dapatkan kesimpulan bahwa 

Pelayanan Fiskus sesuai dengan tabel coefficients tersebut hasil 

signifikans pada variable  petugas fiskus (X) sebanyak 0,222 > 0,05 

dengan skor thitung 2,377 > ttabel  2,021. Hal itu berarti bahwa petugas 

fiskus memiliki pengaruh yang signifikansi pada minat kepatuhan wajib 

pajak.  

b) Koefisien Determinasi    

Koefisien Determinasi (R
2
) dilaksanakan dengan melakukan 

pengukuran seberapa besar kemampuan sebuah model dengan 

menjelaskan varian variable terikat. Banyak peneliti mengusulkan agar 

memakai nilai adjusted R
2
 (Ghozali, 2006). Skor koefisien determinasi 

dengan dipakai ialah R square.   
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Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi  

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,338a ,114 ,092 4,58242 

a. Predictors: (Constant), Pelayanan fiskus 

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak 

Sumber : Output Spss 22. 

Sesuai dengan output tersebut didapatkan skor R Square sebanyak 

0,114, dengan artian bahwa terdapat pengaruh variabel pelayanan 

fiskus pada variabel Y ialah sebanyak 11,4%, serta selebihnya 

sebanyak 88,9% berpengaruh dari faktor lainnya. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini tujuannya yakni dalam mengetahui bagaimana pengaruh 

layanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi didalam 

membayarkan pajak  di Kpp Pratama Palopo. Didalam penelitian ini memakai 

teknik kuantitatif  denan jumlah populasi berjumlah 43 responden. Dimana 

sampel diambil dengan memakai metode simple random sampling, dengan 

dimana seluruh jumlah populasi menjadi sampel.  Jenis sumber data dengan 

dipakai didalam penelitian ini memakai data primer dengan data sekunder.  

Angket terdiri pada 18 pernyataan, tiap pertanyaan mempunyai alternatif 

jawaban ialah: SS (Sangat setuju), S (Setuju), TS ( Tidak Setuju), serta STS ( 

Sangat Tidak Setuju). Sesudah didapatkan hasil data angket jadi penulis 

melaksanakan penganalisis data itu. Analisis data dilaksanakan melalui 

memakai regresi linear sederhana beberapa teknik dengan dipakai didalam 
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regresi sederhana ialah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji linearitas serta uji 

heterokedastisitas), uji hipotesis (uji T dengan Uji R). 

Hasil didalam penelitian ini diperolehskor koefisien determinasi (R 

square) sebanyak 0,114 ataupun sama pada 11,4 %,  hingga bisa diambil 

kesimpulan bahwa pengaruh pelayanan fiskus terhadap wajib pajak yan 

terdaftar ebesar 11,4%  dengan 88,9% di pengaruhi dari faktor lainnya diluar 

dari penelitian ini. Hasil pada uji parsial (uji T) menunjukan bahwa skor Thitung 

sebesar 2,377 dan Ttabel sebesar 2,021 atau  2,377 > 2,021 danskor probabilitas 

signifikansinya sebanyak 0,222 ataupun 0,222 > 0,05 (Ho diterima lalu Ha 

ditolak). Jadi diambil kesimpulan variable pelayanan fiskus memberikan 

pengaruh dengan positif dengan signifikansi pada kepatuhan wajib pajak 

didalam membayarkan pajak pada KPP Pratama Palopo. 

Hasil dari penelitian tersebut searah pada penelitian yang dilaksanakan 

pada Putri Wani Hanindyari (2018) dengan mengatakan bahwa kualitas 

pelayanan fiskus mempunyai skor thitung sebanyak 0,192 pada nilai signifikan 

0,05. jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kualitas layanan fiskus memberikan 

pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
46

 

Didalam penelitian dengan dilaksanakan dari Akib, Sari dan Asria (2017), 

mengatakan bahwa layanan fiskus mempunyai pengaruh positif pada 

kepatuhan wajib pajak. Fiskus mempunyai pengetahuan, pengalaman, 

                                                             
46

 Putri Wani Hanindyari,” Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas 

Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak,” jurnal Islaminomic, Vol 6, no. 2 ( Agustus  42, 2018): 13,  

http://eprintslib.umml.ac.id/2146/1/16.0102.0121-BAB%20V-

DAFTAR%20PUSTAKA.pdf. 

 

http://eprintslib.umml.ac.id/2146/1/16.0102.0121-BAB%20V-DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://eprintslib.umml.ac.id/2146/1/16.0102.0121-BAB%20V-DAFTAR%20PUSTAKA.pdf


63 
 

 

kompetensi keahlian, pada sebuah aturan perpajakan, administrasi pajak serta 

pundang-undang perpajakan ini dengan di ukur dalam melihat bagaimana 

fiskus bisa memberi mutu layanan dengan terbaik untuk wajib pajak.
47

 

  

                                                             
47

Akib, Sari., dan Asria, “Pengaruh Tanggung Jawab Moral Dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepatuhana  Pelaporan Wajib Pajak Badan,” Jurnal Akuntansi 

Dan Keuaganan‟‟, 13. https://ojs.unus.ac.id/index.php/Akuntansi/Jurnal/view/7545. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Sesuai dengan hasil didalam penelitian dengan sudah di uraikan diatas 

bisa di ambil kesimpulan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif  yang 

signifikansi pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi didalam membayarkan 

pajak pada KPP Pratama Palopo. Didalam tabel sebelumnya bisa diambil 

kesimpulan bahwa besarnya angka koefisien determinasi (R Square) sebanyak 

0,114 atau sama pada 11,4% dan selebihnya 88,9% berpengaruh dari faktor 

lainnya diluar pada penelitian yang diteliti dari penulis. Angka itu memberikan 

artian bahwa layanan fiskus memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib 

pajak sebanyak 11,4% sedang 88,9% berpengaruh dari variabel lainnya. Pada 

hasil ujiregresi linear sederhana bisa diketahuibahwa Thitung 2,377 > Ttabel 

2,021 dengan artian variabel pelayanan fiskus (X) memberi pengaruh dengan 

signifikansi pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y). 

B. Saran  

Adapun beberapa saran dengan bisa di berikan didalam penelitian ini 

diantaranya dibawah ini: 

1. Untuk pemerintah yang menjadi pengambil keputusan serta peraturan yang 

diharap dapat memberi kejelasan peraturan dan kepastian hukum yang 

diterbitkan khususnya mengenai perpajakan. 

2. Untuk perusahaan pajak yang menjadi wakil pemerintah, perusahaan pajak 

sepatutnya bisa bekerja secara lebih baik yang mengutamakan kepentingan 
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rakyatnya terkhusus wajib pajak, hingga kasus-kasus dengan telah terjadi 

tidak terulang serta wajib pajak tidak keberatan terhadap pembayaran 

pajaknya, dan penerimaan pada pajak akan terjadi peningkatan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya diharap bisa menambah variabel bebas ataupun 

pembuatan angket yang mempunyai hubungannya pada pengetahuan, 

sanksi dan pelayanan fiskus  wajib pajak serta menambah sampel. 
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........................................ 

 

   



 
 

 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum mengisi kuesioner ini, mohon Bapak/Ibu membaca setiap butir 

pertanyaan dengan cermat. 

2. Silahkan beri tanda check list (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan. 

3. Untuk setiap butir pernyataan hanya diperbolehkan memilih satu 

alternative jawaban. 

4. Jika ada kesalahan dalam memilih alternative jawaban, beri tanda (X) pada 

kolom yang salah kemudian beritanda check list (√) pada kolom yang 

sesuai. 

5. Semua pernyataan yang ada, mohon dijawab tanpa ada satupun yang 

lewat. 

B. Keterangan Jawaban 

Untuk menjawab pertanyaan berikut, silahkan disesuaikan dengan 

beberapa banyak pengetahuan anda mengenai pajak. Skala penilaian adalah 

sebagai berikut. 

Singkatan Keterangan Nilai 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

TS Tidak setuju 2 

STS Sangat Tidak setuju 1 

 

 

 

 



 
 

 

1. Variabel Petugas Fikus (X) 

 

NO 

 

Pernyataan 

Jawaban 

SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

Daya Tanggap 

1. Petugas fiskus bersifat ramah dan sopan dalam 

melayani setiap wajib pajak. 
     

2. Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan 

yang dialami oleh wajib pajak. 
     

Kehandalan 

3. Petugas pajak selalu menindak lanjuti pengaduan dari 

masyarakat dengan cepat. 
     

4. Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan 

baik sehingga dapat membantu wajib pajakdalam 

menyelesaikan kewajiban pajaknya. 

     

Empati 

5. Petugas pajak selalu membantu berbagai keluhan dari 

nasabah. 
     

6. Petugas pajak memberikan rasa nyaman kepada wajib 

pajak. 
     

Jaminan 

7. Petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-

masing wajib pajak. 
     

8. Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan 

baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam 

menyelesaikan kewajiban pajaknya. 

     

Bukti fisik 

9 Petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah 

yng dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak. 
     

10. Fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parkir, formulir, 

dll) di kantor pelayanan pajak tersedia dengan baik. 
     



 
 

 

2.  Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban 

    SS       S      N      TS      STS 

5 4    3     2 1 

Kepatuhan Dalam Membayar Pajak 

1. saya mendaftarkan diri secara sukarela ke kantor 

pajak KPP Pratama Palopo. 

     

2. Saya tidak akan menunggak membayar pajak      

Kepatuhan Dalam Mengisi SPT 

3. 

 

Saya selalu mengisi SPT ( Surat Pemberitahuan 

Tahunan) danmembayar pajak tepat waktu. 

     

4. Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran 

pajak. 

     

Melakukan Pemeriksaan 

    5. 

 

Saya selalu membayar kekurangan pajak 

penghasilan yang ada sebelum dilakukan 

pemeriksaan. 

     

    6. Saya selalu membayar kekurangan pajak 

penghasilan yang ada sebelum dilakukan 

pemeriksaan. 

     

Melakukan Pencatatan / Pembukuan 

7. Saya selalu membayar pajak penghasilan yang 

terutang dengan tepat waktu. 

     

8. saya bersedia memberikan dan yang diperlukan 

dalam proses pemeriksaan pajak. 

     

  



 
 

 

 

 
HASIL KUESIONER PENELITIAN PENGARUH PELAYANAN FISKUS 

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM 

MEMBAYAR PAJAK DI KPP PRATAMA PALOPO 

 Variabel X Total Variabel Y Total 

1 4 2 2 2 2 3 2 2 2 22 4 5 3 4 4 3 2 2 27 

2 3 1 2 1 3 2 2 1 3 20 5 4 4 4 3 2 2 3 27 

5 4 4 3 3 4 2 4 1 2 32 4 3 4 3 2 3 3 2 24 

4 2 2 1 2 2 1 2 1 1 18 3 4 5 3 4 3 3 3 28 

1 3 4 2 3 4 3 4 3 5 32 5 3 4 3 5 3 4 5 32 

3 1 4 1 2 2 2 3 2 1 21 3 2 2 4 2 3 2 3 21 

2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 19 3 2 3 1 2 3 3 2 19 

2 3 4 4 2 4 3 5 4 3 34 4 5 3 5 3 4 3 4 31 

2 2 3 1 2 2 1 3 3 2 21 3 4 3 2 1 2 4 3 22 

1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 22 5 2 3 2 3 4 3 4 26 

1 2 2 3 2 2 4 1 2 2 21 4 5 4 2 1 4 3 5 28 

2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 22 4 2 3 3 2 3 2 3 22 

2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 21 4 5 4 5 3 5 3 4 33 

4 2 3 1 2 1 2 2 1 2 20 3 3 4 3 2 3 2 2 22 

4 3 3 2 2 3 4 1 2 3 27 5 4 5 4 5 4 3 4 34 

4 3 4 1 2 5 4 5 2 2 32 4 3 4 2 3 2 2 3 23 

2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 19 4 3 2 3 3 2 2 1 20 

2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 22 4 3 3 4 2 1 2 4 23 

2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 27 4 2 3 3 2 4 2 2 22 

2 4 1 5 2 5 1 2 1 2 25 5 3 3 2 3 2 3 2 23 

2 1 4 2 2 3 2 2 1 2 21 4 4 2 3 2 3 2 3 23 

3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 22 3 2 3 2 3 4 2 2 21 

2 4 2 2 3 1 2 4 2 2 24 4 4 5 3 4 4 4 3 31 

2 2 2 2 2 4 2 4 1 1 22 4 4 2 3 1 3 2 4 23 

2 4 2 5 2 2 1 2 2 1 23 3 3 2 3 2 2 3 3 21 

4 3 2 3 2 4 2 3 2 3 28 2 4 3 4 2 3 2 2 22 

1 3 2 1 2 2 3 2 2 3 21 4 4 5 3 2 3 1 3 25 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 3 2 3 2 3 3 4 4 24 

2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 26 4 3 5 3 4 5 4 3 31 

2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 21 4 3 1 2 2 3 2 4 21 

2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 22 4 3 5 3 2 2 1 2 22 

2 3 3 1 2 1 3 2 2 3 22 3 2 1 2 1 3 2 2 16 

2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 25 4 3 3 4 3 2 4 3 26 

2 3 2 2 3 2 1 4 2 2 23 4 3 3 3 4 3 2 2 24 



 
 

 

2 3 2 1 2 2 1 2 1 3 19 4 2 4 2 3 2 3 4 24 

2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 25 5 4 3 5 2 3 2 3 27 

3 3 2 4 4 2 4 4 5 3 34 5 5 4 4 5 3 4 4 34 

1 3 2 2 3 3 2 3 2 1 22 4 3 5 4 5 4 3 4 32 

1 3 2 3 2 2 4 1 2 2 22 5 5 4 4 5 4 5 4 36 

3 2 4 2 2 3 2 4 2 4 28 5 3 4 3 4 4 4 5 32 

2 4 3 3 5 2 5 3 3 2 32 4 5 1 5 2 2 3 2 24 

2 1 3 2 2 2 5 2 3 2 24 3 3 2 2 3 2 2 3 20 

4 3 3 4 2 2 1 2 2 1 24 4 3 2 4 2 3 2 2 22 

 

  



 
 

 

UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITAS 

PENGARUH PELAYANAN FISKUS  

TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM 

MEMBAYAR PAJAK DI KPP PRATAMA PALOPO 
 

A. Uji Validitas 

             

 

1. Variabel Pelayanan Fiskus (X) 

            

                  Correlations 

  PP

X1 

PP

X2 

PP

X3 

PP

X4 

PP

X5 

PP

X6 

PP

X7 

PP

X8 

PP

X9 

PP

X10 

PP

X11 

PF 

X12 

PF

X13 

PF

X14 

PF

X15 

TOTAL 

P
P

X

1 

Pearson 

Correlat

ion 1 

.45

4** 

0.1

54 

0.15

2 

.374
* 

0.1

33 

.30

4* 

0.2

41 

.48

9** 

0.24

9 

-

0.00

8 

-

0.05

2 

0.19

7 

0.27

2 

0.03

5 .517** 

Sig. (2-
tailed) 

  
0.0
02 

0.3
11 

0.31
9 

0.01
1 

0.3
85 

0.0
42 

0.1
11 

0.0
01 

0.09
9 0.96 

0.73
2 

0.19
5 

0.07
1 

0.82
1 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

P

P

X

2 

Pearson 

Correlat
ion 

.45
4** 1 

.37
9* 

0.19
2 

.299
* 

0.2
19 

.33
7* 

.31
1* 

.49
6** 

.383
** 

0.25
2 

0.12
2 0.09 

0.02
8 

-

0.06
3 .579** 

Sig. (2-

tailed) 

0.0

02 

  
0.0

1 

0.20

5 

0.04

6 

0.1

47 

0.0

24 

0.0

37 

0.0

01 

0.00

9 

0.09

5 

0.42

5 

0.55

7 

0.85

4 

0.67

9 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

P

P

X
3 

Pearson 
Correlat

ion 

0.1

54 

.37

9* 1 

0.23

5 

0.16

2 

0.0

53 

.43

9** 

-
0.0

6 

0.2

12 

0.12

5 

0.21

6 

0.02

5 

.345
* 

-
.303

* 

0.00

1 .385** 

Sig. (2-

tailed) 

0.3

11 

0.0

1 

  

0.12 

0.28

6 

0.7

27 

0.0

03 

0.6

95 

0.1

63 

0.41

3 

0.15

4 

0.87

2 0.02 

0.04

3 

0.99

5 0.009 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

P

P
X

4 

Pearson 

Correlat

ion 

0.1

52 

0.1

92 

0.2

35 1 

0.22

9 

.44

1** 

.32

6* 

0.2

49 

.40

7** 0.22 

0.00

8 

.308
* 

0.17

3 0.05 0.28 .566** 

Sig. (2-

tailed) 

0.3

19 

0.2

05 

0.1

2 

  

0.13 

0.0

02 

0.0

29 

0.0

99 

0.0

05 

0.14

6 0.96 0.04 

0.25

5 

0.74

4 

0.06

2 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

P
P

X

5 

Pearson 

Correlat

ion 

.37

4* 

.29

9* 

0.1

62 

0.22

9 1 

0.2

65 

.33

4* 

.36

2* 

.41

8** 

0.22

9 

0.06

7 

0.27

5 

0.19

2 

0.07

9 

0.11

8 .581** 

Sig. (2-
tailed) 

0.0
11 

0.0
46 

0.2
86 0.13 

  
0.0
78 

0.0
25 

0.0
15 

0.0
04 

0.13
1 

0.66
3 

0.06
7 

0.20
5 

0.60
5 

0.43
9 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

P

P
X

Pearson 

Correlat
ion 

0.1
33 

0.2
19 

0.0
53 

.441
** 

0.26
5 1 

.31
0* 

.42
1** 

.36
5* 

.386
** 

0.13
3 

.330
* 

0.17
5 

0.07
2 

-

0.03
3 .561** 



 
 

 

6 
Sig. (2-

tailed) 

0.3

85 

0.1

47 

0.7

27 

0.00

2 

0.07

8 

  
0.0

38 

0.0

04 

0.0

14 

0.00

9 

0.38

3 

0.02

7 

0.25

1 0.64 

0.83

2 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

P
P

X

7 

Pearson 

Correlat

ion 

.30

4* 

.33

7* 

.43

9** 

.326
* 

.334
* 

.31

0* 1 

0.1

99 

.50

8** 

0.19

9 

0.17

2 

0.24

4 

.310
* 

0.17

4 

0.12

6 .665** 

Sig. (2-
tailed) 

0.0
42 

0.0
24 

0.0
03 

0.02
9 

0.02
5 

0.0
38 

  
0.1

9 0 0.19 
0.25

9 
0.10

6 
0.03

8 
0.25

3 
0.41

1 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

P

P

X

8 

Pearson 

Correlat
ion 

0.2
41 

.31
1* 

-

0.0
6 

0.24
9 

.362
* 

.42
1** 

0.1
99 1 

0.2
04 

0.24
1 

-

0.02
3 

.307
* 

0.04
3 

0.15
2 

0.25
2 .529** 

Sig. (2-

tailed) 

0.1

11 

0.0

37 

0.6

95 

0.09

9 

0.01

5 

0.0

04 

0.1

9 

  
0.1

78 0.11 

0.88

3 0.04 

0.77

9 0.32 

0.09

5 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

P

P

X

9 

Pearson 
Correlat

ion 

.48

9** 

.49

6** 

0.2

12 

.407
** 

.418
** 

.36

5* 

.50

8** 

0.2

04 1 

.411
** 

0.12

1 

.332
* 

0.14

3 

.323
* 0.11 .735** 

Sig. (2-

tailed) 

0.0

01 

0.0

01 

0.1

63 

0.00

5 

0.00

4 

0.0

14 0 

0.1

78 

  
0.00

5 

0.42

7 

0.02

6 

0.34

7 0.03 

0.47

3 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

P

P

X
1

0 

Pearson 

Correlat

ion 

0.2

49 

.38

3** 

0.1

25 0.22 

0.22

9 

.38

6** 

0.1

99 

0.2

41 

.41

1** 1 

.410
** 

0.08

4 

.343
* 

0.14

6 

-

0.13

4 .571** 

Sig. (2-

tailed) 

0.0

99 

0.0

09 

0.4

13 

0.14

6 

0.13

1 

0.0

09 

0.1

9 

0.1

1 

0.0

05 

  
0.00

5 

0.58

4 

0.02

1 

0.33

9 

0.38

1 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

P

P
X

1

1 

Pearson 

Correlat

ion 

-

0.0

08 

0.2

52 

0.2

16 

0.00

8 

0.06

7 

0.1

33 

0.1

72 

-

0.0

23 

0.1

21 

.410
** 1 

-

0.29 

.354
* 

-

0.15 

-

0.13

2 0.288 

Sig. (2-
tailed) 

0.9
6 

0.0
95 

0.1
54 0.96 

0.66
3 

0.3
83 

0.2
59 

0.8
83 

0.4
27 

0.00
5 

  
0.05

3 
0.01

7 
0.32

6 
0.38

7 0.055 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

P
F

X

1

2 

Pearson 

Correlat
ion 

-

0.0
52 

0.1
22 

0.0
25 

.308
* 

0.27
5 

.33
0* 

0.2
44 

.30
7* 

.33
2* 

0.08
4 

-
0.29 1 

-

0.08
7 

0.19
9 

0.22
4 .412** 

Sig. (2-

tailed) 

0.7

32 

0.4

25 

0.8

72 0.04 

0.06

7 

0.0

27 

0.1

06 

0.0

4 

0.0

26 

0.58

4 

0.05

3 

  
0.57

1 0.19 

0.13

9 0.005 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

P

F

X

1
3 

Pearson 
Correlat

ion 

0.1

97 

0.0

9 

.34

5* 

0.17

3 

0.19

2 

0.1

75 

.31

0* 

0.0

43 

0.1

43 

.343
* 

.354
* 

-
0.08

7 1 

-
0.00

9 

-
0.02

9 .439** 

Sig. (2-

tailed) 

0.1

95 

0.5

57 

0.0

2 

0.25

5 

0.20

5 

0.2

51 

0.0

38 

0.7

79 

0.3

47 

0.02

1 

0.01

7 

0.57

1 

  
0.95

5 

0.85

1 0.003 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 



 
 

 

P
F

X

1

4 

Pearson 

Correlat
ion 

0.2
72 

0.0
28 

-

.30
3* 0.05 

0.07
9 

0.0
72 

0.1
74 

0.1
52 

.32
3* 

0.14
6 

-
0.15 

0.19
9 

-

0.00
9 1 

0.12
4 .314* 

Sig. (2-

tailed) 

0.0

71 

0.8

54 

0.0

43 

0.74

4 

0.60

5 

0.6

4 

0.2

53 

0.3

2 

0.0

3 

0.33

9 

0.32

6 0.19 

0.95

5 

  
0.41

7 0.036 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

P

F

X

1
5 

Pearson 
Correlat

ion 

0.0

35 

-
0.0

63 

0.0

01 0.28 

0.11

8 

-
0.0

33 

0.1

26 

0.2

52 

0.1

1 

-
0.13

4 

-
0.13

2 

0.22

4 

-
0.02

9 

0.12

4 1 .297* 

Sig. (2-

tailed) 

0.8

21 

0.6

79 

0.9

95 

0.06

2 

0.43

9 

0.8

32 

0.4

11 

0.0

95 

0.4

73 

0.38

1 

0.38

7 

0.13

9 

0.85

1 

0.41

7 

  

0.047 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

T

O

T
A

L 

Pearson 

Correlat

ion 

.51

7** 

.57

9** 

.38

5** 

.566
** 

.581
** 

.56

1** 

.66

5** 

.52

9** 

.73

5** 

.571
** 

0.28

8 

.412
** 

.439
** 

.314
* 

.297
* 1 

Sig. (2-

tailed) 0 0 

0.0

09 0 0 0 0 0 0 0 

0.05

5 

0.00

5 

0.00

3 

0.03

6 

0.04

7 

  

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

2. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
     

           Correlations 

  KWP
Y1 

KWP
Y2 

KWP
Y3 

KWP
Y4 

KWP
Y5 

KWP
Y6 

KWP
Y7 

KWP
Y8 

TOTAL 

KWP

Y1 

Pearson 
Correlati

on 1 

.500*

* .459** 0.122 0.078 .294* 0.035 0.177 .489** 

Sig. (2-

tailed) 

  

0 0.002 0.424 0.609 0.05 0.818 0.244 0.001 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

KWP

Y2 

Pearson 

Correlati

on 

.500*

* 1 .644** 

.554*

* 0.005 .347* 0.292 0.166 .657** 

Sig. (2-
tailed) 0 

  

0 0 0.977 0.019 0.052 0.277 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

KWP

Y3 

Pearson 

Correlati
on 

.459*

* 
.644*

* 1 0.283 .332* .323* .351* 0.242 .679** 

Sig. (2-

tailed) 0.002 0 

  

0.059 0.026 0.031 0.018 0.11 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 



 
 

 

KWP

Y4 

Pearson 

Correlati
on 0.122 

.554*

* 0.283 1 0.123 .584** .366* .365* .687** 

Sig. (2-

tailed) 0.424 0 0.059 

  

0.42 0 0.013 0.014 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

KWP
Y5 

Pearson 
Correlati

on 0.078 0.005 .332* 0.123 1 0.123 

.438*

* .481** .534** 

Sig. (2-

tailed) 0.609 0.977 0.026 0.42 

  

0.42 0.003 0.001 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

KWP

Y6 

Pearson 

Correlati

on .294* .347* .323* 

.584*

* 0.123 1 0.281 0.259 .645** 

Sig. (2-

tailed) 0.05 0.019 0.031 0 0.42 

  

0.061 0.086 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

KWP

Y7 

Pearson 

Correlati

on 0.035 0.292 .351* .366* 

.438*

* 0.281 1 .434** .656** 

Sig. (2-
tailed) 0.818 0.052 0.018 0.013 0.003 0.061 

  

0.003 0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

KWP

Y8 

Pearson 

Correlati
on 0.177 0.166 0.242 .365* 

.481*

* 0.259 
.434*

* 1 .668** 

Sig. (2-

tailed) 0.244 0.277 0.11 0.014 0.001 0.086 0.003 

  

0 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

TOTA
L 

Pearson 
Correlati

on 

.489*

* 

.657*

* .679** 

.687*

* 

.534*

* .645** 

.656*

* .668** 1 

Sig. (2-

tailed) 0.001 0 0 0 0 0 0 0 

  

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

  



 
 

 

B. UJI RELIABILITAS 

    

 

1. Uji reliabilitas Pelayanan Fiskus (X) 

 

 

Reliability Statistics 

    

 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

    

 
0.764 10 

    

 
2. Uji reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

       

 

Reliability Statistics 

    

 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

    

 
0.775 8 
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